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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia, NKRI terletak pada
posisi strategis di persilangan dua benua dan dua samudera secara geografis.
Pada aspek tektonis, letak Indonesia menjadi tempat bertemunya ketiga
lempeng tektonik di dunia antara lain lempeng Eurasia, Indo-Australia dan
lempeng Pasifik. Wilayah Indonesia juga berada di jalur pegunungan berapi
aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik (Hermon, 2014)!. Kondisi demikian
menjadi penyebab sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi,
tsunami dan gunung meletus. Secara geografis, posisi Indonesia yang terletak
di daerah tropis dan pertemuan dua benua besar serta samudera menjadikan

wilayah Indonesia rawan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banijir,

tanah longsor, cuaca ekstrim, tsu |, abrasi, dan kekeringan yang berpotensi

memicu kebakaran hutan dan la pemukiman dan pertanian.
Berdasarkan laporan In Risiko Bencana Dunia Tahun 2020,
sebagai negara kepulavan deng engaruh gejala geografis vulkanisme dan
tektonisme, Indonesia mendudukitperingkat ke-40 atau dalam kategori risiko
tinggi rentan bencana dari 181 negara. Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor
merupakan bentuk bencana alam yang paling sering terjadi dan berpotensi
mengakibatkan adanya kertsa a tafrastruktur di Indonesia. Kerugian
akibat ber_ip&rﬁl T membugtﬁ]d‘&oa'rigiﬂﬂw&geluarkan bie)/a yang tidak sedikit
untuk mitigasi plaléyﬂ%ncana. Menurut datahggfiwgnﬁ‘,enkeu Rltahun 2020,
pada periode tahun 2000-2016 beban rata-rata anggaran rriencapai 22,8 triliun
rupiah per tahun untuk menanggulangi bencana alam maupun non alam yang
terjadi. Dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020, provinsi Sulawesi Barat
mempunyai risiko bencana paling tinggi dengan indeks 166,49, sedangkan
risiko bencana paling rendah terdapat di provinsi DKI Jakarta dengan indeks

64,022,

1 Hermon, Dedi (2014). Geografi Bencana Alam. Jakarta: Radja Grafindo Persada Press dalam
Hasrul Hadi dkk. 2019. Penguatan Kesiapsiagaan Stakeholder Dalam Pengurangan Risiko
Bencana Gempabumi. Jurnal Geodika Vol. 3, No. 1, Juni 2019

2 BNPB. 2020. Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020. Penerbit BNPB Hal. 49
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Diantara berbagai jenis bencana alam, gempa bumi merupakan
bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Gempa bumi bisa
menimbulkan berbagai dampak, baik dampak fisik maupun dampak sosial.
Merujuk pada laporan Badan Geologi mulai tahun 2000 sampai tahun 2021
telah terjadi 5 sampai 26 kejadian gempa bumi yang bersifat destruktif, dalam
artian bahwa bencana gempa bumi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban
jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan hidup dan kerugian harta
benda. Gempa bumi destruktif pada tahun 2021 merupakan gempa bumi yang
tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2022, selama
periode bulan Januari 2022 telah terjadi gempa bumi sebanyak 726 Kkali
dimana jumlah ini merupakan jumlah kejadian gempa bumi diatas kondisi
normal.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia setiap tahun mengalami
peningkatan, namun karena konsekuensi sering terjadinya bencana alam,
kerusakan infrastruktur ini sangat besar sehingga menimbulkan kerugian yang
sangat signifikan. Pembangunan infrastrukiur tersebut sangat dibutuhkan
untuk melakukan percapatan  lajugspembangunan nasional. Namun,
pembangunan infrastrukiur ‘seyogyenya juga harus memperhatikan potensi
kejadian bencana di suatu daefah: Davidson (1997) menyatakan bahwa
meningkatnya pembangunan infrastruktur tanpa diikuti dengan manajemen
risiko dan semakin bertambahnya usia infrastruktur tersebut menjadi alasan
penyebab utama terhadap penmgkatan risiko destruktif apabila terjadi
bencana alam Nugreho (26’13\)/ ?rh\égﬂy‘létglkcén bakhwa akumula5| kerusakan dan
kerugian yang é LA vleh bencana genkp%tﬂ\drﬁl

kejadiar-atdalah lima sampai delapan kali jumlah biaya ufitdk-pembangunan

di fndonesna setiap kali

jembatan besar, sehingga dampak besar gempa bumi ini tentunya akan
mempengaruhi laju pembangunan. Berdasarkan pada tingkat kerentanan

kondisi bencana alam di Indonesia, maka diperlukan suatu pemahaman

3 https://tekno.tempo.co/read/1552751/bmkg-hari-ini-adalah-gempa-merusak-kedua-
2022/full&view=0k Diunduh Tgl 7 Maret 2022 pukul 21:07 WIB

4 Nugroho, S.P. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB. 2013. Dampak Bencana Terhadap
Ekonomi Indonesia, http://www.majalahglobalreview.com/ opini/8-opini/25-dampak-bencana-
terhadap- ekonomi-indonesia.html. dalam Rohman Juani dan Helvita Dorojatun. 2019. Manajemen
Risiko Bencana Untuk Pembangunan Infrastruktur, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-
palangkaraya/baca-artikel/12747/Manajemen-Risiko-Bencana-Untuk-Pembangunan-
Infrastruktur.html Diunduh Tgl 1 Agustus 2022 pukul 20:05 WIB


http://www.majalahglobalreview.com/%20opini/8-opini/25-dampak-bencana-terhadap-ekonomi-indonesia.html
http://www.majalahglobalreview.com/%20opini/8-opini/25-dampak-bencana-terhadap-ekonomi-indonesia.html
http://www.majalahglobalreview.com/%20opini/8-opini/25-dampak-bencana-terhadap-ekonomi-indonesia.html

fenomena bencana, khususnya pada sektor infrastruktur misalnya untuk
transportasi dan komunikasi. Pembangunan yang dilakukan tidak
memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan
yang terukur, kemudian tidak dilakukan pengoperasian dan tidak dipelihara
dengan baik maka akan menghasilkan kerentanan infrastruktur terhadap
bencana alam. Frekuensi seringnya terjadi gempa bumi juga sangat
berpengaruh kepada tingkat keamanan infrastruktur tersebut, oleh karena itu
sangat dianjurkan untuk selalu memeriksa keamanan infrastruktur secara
berkala dan melakukan pemeriksaan kondisi infrastruktur setelah gempa bumi
terjadi di daerah tersebut.

Belajar pada negara Jepang yang juga berada dalam wilayah Cincin
Api Pasifik, Jepang sangat aktif dalam pengambilan langkah manajemen risiko
bencana. Regulasi tentang asuransi gempa bumi pada tahun 1966 pasca
gempa di Nigata tahun 1964 juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang.
Selain itu pemerintah Jepang juga telah melaksanakan program retrofit
sebagai bagian dari langkah pengjatan bangunan dalam manajemen risiko
pasca gempa Great Hanshin-Awaji yangsierjadi tahun 1995.

Tingginya jumlah korban jwa, kerusakan infrastruktur dan kerugian
harta benda akibat bencana alarm menjadi indikasi bahwa manajemen
bencana di Indonesia masih lemah, manajemen tersebut baik sebelum, ketika
terjadi maupun setelah terjadinya bencana. Artinya manajemen bencana perlu
dioptimalkan lagi dengan metihat senng terjadinya peristiwa bencana alam di
Indonesija: Penyehdlkan terﬁadéf)‘jéé‘}#}bazl @uml terus menerus harus dilakukan
untuk mengetatJiLJ k&réktenstlk dari masing- n#d%ih@

belum-—seluruhnya teridentifikasi sebagai saran masukanfiriput dalam

m\ber gempa’bumi yang

melakukan aktivitas pemutakhiran terhadap Peta Kawasan Rawan Bencana
(KRB) Gempa Bumi, dimana Peta tersebut dapat dimanfaatkan untuk
mendukung kegiatan mitigasi gempa bumi di suatu wilayah.

Pembangunan infrastruktur memiliki beberapa fungsi, diantaranya
adalah konektifitas/keterhubungan yang sangat penting saat ini, dapat
berperan sebagai media untuk mepertangguh ketahanan nasional, meliputi
ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi suatu wilayah.

Pembangunan infrastruktur di wilayah yang rawan terjadi gempa bumi selain



memperhatikan aspek fungsional, juga diperlukan adanya aspek ketangguhan
bencana serta aspek keamanan secara struktur. Agar pembangunan
infrastruktur dapat berlangsung tanpa mengalami kerugian yang besar apabila
terjadi bencana gempa bumi, maka dibutuhkan dukungan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam mitigasi bencana, serta teknologi konstruksi bangunan
yang tahan terhadap gempa. Dampak suatu bencana selalu berpengaruh
terhadap pembangunan, dalam hal ini pencapaian pembangunan yang
memerlukan waktu lama dan biaya yang besar, dapat hancur seketika saat
bencana terjadi. Apabila kapasitas dalam menghadapi bencana masih belum
optimal, maka dapat dipastikan bahwa dampak bencana yang dihasilkan akan
semakin besar, baik dari jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda
secara ekonomi. Bahkan juga menimbulkan kemunduran pada pertumbuhan
pembangunan di wilayah terdampak bencana. Oleh karena itu melihat dampak
bencana alam terhadap kerusakan infrastruktur yang sangat besar diperlukan
optimalisasi penanganan/bencana alam sehingga dapat mendukung

Ketahanan Nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, karena
kondisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah Cincin Api Pasifik
sehingga rawan terjadi bencana alam khususnya gempa bumi. Tingkat
kerusakan yang ditimbulkandar] _segl tnfrastruktur sangat besar sehingga
pembanguman mfrastruktur‘men“]érlulk:ah' 'ntlnggmya manajemen risiko agar
pasca bencarieJ nfrastruktur tersebut Hépé{t *dlmanfaatkan kembali
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu rumusan masalah“yang-akan dibahas
dalam Kertas Karya llmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah Bagaimana
Optimalisasi Penanganan Bencana Alam Dalam Rangka Mendukung
Ketahanan Nasional. Dalam rangka mendalami permasalahan tersebut, maka
pertanyaan kajian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam
saat ini?
b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur yang

mengalami kerusakan akibat bencana alam?



C.

Bagaimana mengoptimalkan pembangunan infrastruktur akibat bencana
alam sehingga dapat mendukung ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a.

Maksud

Maksud dari penulisan Kertas Karya Ilimiah Perseorangan ini adalah
untuk memberikan gambaran permasalahan terkait optimalisasi
penanganan bencana alam sehingga dapat mendukung ketahanan
nasional. Kertas Karya Illmiah Perseorangan ini diharapkan dapat
memecahkan problematika tersebut berdasarkan data-data yang
tersedia dalam bentuk kajian yang komprehensif.

Tujuan.

Tujuan penulisan Kertas Karya lImiah Perseorangan ini sebagai salah
satu sumbangan pemikiran dan saran peserta kepada para pemangku
kebijakan untuk memec N’ permasalahan terkait optimalisasi
penanganan bencana ala ehingoa dapat mendukung ketahanan

nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematik

a.

Ruang Lingkup.

Dalam Kertas Karya limiah Perorangan ini penulisan dibatasi pada

optimalisasi penanganan bencana-alam gempa bumi khususnya pada
p}—{A MM‘ﬂ . . o

aspekApembanguna nirastrukiul ‘Daik fasilitas t\elknls, fisik, maupun

siste—]r—n, IE,‘JFM&Q‘ ketas, dan peranngAMg)%ngAdibutuhkan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan

struktur sehingga dapat mempertangguh ketahanan nasional.

Sistematika.

Sistematika penulisan taskap ini disusun secara seksama guna
menghasilkan kajian yang jelas dan terlihat sebagai suatu kesatuan yang
koheren. Adapun tata urutan Kertas Karya llmiah Perseorangan ini

adalah sebagai berikut:



Bab | Pendahuluan, Pada Bab ini akan menjelaskan mengenai latar
belakang permasalahan dengan melihat pada tingginya potensi bencana
alam yang terjadi di Indonesia karena pengaruh letak geografis dan
dampak bencana alam vyang destruktif terhadap infrastruktur.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka terbentuk rumusan masalah
yang akan dikaji dalam Kertas Karya limiah Perseorangan ini. Penulis
juga memaparkan maksud dan tujuan Kertas Karya limiah Perseorangan
ini serta memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pembahasan
serta sistematika penulisannya. Selain itu juga dipaparkan berbagai
metode dan pendekatan yang digunakan. Pada pasal pengertian, kata
dan istilah yang dianggap penting serta belum lazim berkaitan dengan
tulisan akan diperjelas dengan memberi definisi operasional untuk

menghindari timbulnya salah pengertian.

Bab Il Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan tentang Tinjauan
Pustaka yang digunakan untLt keperluan pembahasan pada bab-bab
selanjutnya. Dalam bab ini dijelaskan mengenai peraturan perundang-
undangan yang digunakan, kerangka teoretis, data dan fakta yang
berhubungan erat “denga pembahasan, serta faktor-faktor
perkembangan lingkungan=strategis baik global, regional, maupun
nasional yang berpengaruh terhadap optimalisasi penanganan bencana
alam sehingga dapat mendukung ketahanan nasional.

Bab Il Pembahasan Faqa o @bﬂm akan dipaparkan analisis setiap
pok%kﬂpohph b%hasan dengar nggu“alﬁam \teorl peraturan
petundang- un(gangan serta data dan fak!a yarg telah dijetaskan dalam
Tinjauan Pustaka. Pokok-pokok kajian yang dibahas adalah penanganan
infrastruktur yang rusak akibat bencana alam saat ini, kendala yang
dihadapi dalam pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan
akibat bencana, dan bagaimana mengoptimalkan pembangunan
infrastruktur akibat bencana alam sehingga dapat mempertangguh

ketahanan nasional.

Bab IV Penutup. Pada bagian terakhir dalam Kertas Karya limiah
Perseorangan ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari seluruh

pembahasan taskap dengan solusi untuk masing-masing pokok



pembahasan. Kemudian juga dikemukakan rekomendasi yang dapat
diberikan untuk merealisasikan pembahasan dalam Kertas Karya limiah

Perseorangan.

5. Metode dan Pendekatan

a.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Ilimiah

Perseorangan ini adalah:

1) Pengumpulan data serta fakta berdasarkan metode penelitian
literatur berupa data sekunder. Untuk pengumpulan data sekunder
berasal dari studi kepustakaan baik yang berupa buku pustaka
maupun laporan hasil penelitian pihak lain.

2) Adapun metode analisis yang dipergunakan memakai metode
analisis deskriptif - kualitatif.

Pendekatan

Pendekatan yang diguna dalam penulisan Kertas Karya limiah

Perseorangan ini menggunakan pendekatan perspektif kepentingan
nasional, dengan analisis ltidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka

teoretis yang digunakan.

6. Pengertian

Berikut adalah daftar pengérwwﬁtmjfw Aft'lah yang digunakan dalam Kertas

Karya.llmiah P?(Aeﬁrﬁn&an R

a.

M NGRVA

Optimatisasi. %Ierdasarkan KBBI, optimalisasi-berasal darikata optimal
yang berarti terbaik; tertinggi; paling menguntungkan®. Optimalisasi
berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari
tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Tujuan dari optimalisasi antara lain untuk memperoleh hasil yang terbaik,
tidak diperlukan adanya penambahan modal, untuk menghemat waktu,
memanfaatkan SDM dan SDA yang ada, dan mempercepat

terselesaikannya suatu pekerjaan®.

5 https://kbbi.web.id/optimal Diakses tanggal 20 Februari 2022 pukul 12:30 WIB
6 https://pelayananpublik.id/2021/08/19/apa-itu-optimalisasi-tujuan-dan-manfaatnya/ Diakses



b. Penanganan. Menurut KBBI, penanganan berarti proses, cara,
perbuatan menangani; penggarapan’. Penanganan sebagai suatu
aktivitas yang berbentuk tindakan atau cara untuk mengurus serta
menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh pihak
berwenang sehingga permasalahan yang ada dapat dikendalikan dan
diselesaikan.

c. Bencana® Bencana sebagai bentuk peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang menyebabkan ancaman dan gangguan terhadap kehidupan
masyarakat yang berasal dari faktor alam dan/atau faktor nonalam atau
juga dapat disebabkan oleh faktor manusia sehingga rangkaian peristiwa
tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, rusaknya lingkungan
hidup, kerugian dalam harta benda, dan menimbulkan dampak
psikologis.

d. Bencana Alam® merupakan peristiva atau serangkaian peristiwa
bersifat merusak yang be | dari gejolak alam, peristiwa tersebut
berupa gempa bumi, banjir, tSunami, kekeringan, angin topan, gunung
meletus, dan tanah longsor.

e. Gempa Bumi. Menurut ona}” Geographic, gempa bumi adalah
pergerakan lempeng-lempe i dalam bumi sebagai akibat dari aktivitas
gunung berapi maupun terjadinya benturan antar lempeng-lempeng
Bumi. BMKG memberikan pengertian gempa bumi sebagai peristiwa
bergetarnya Bumi karera adanya pelepasan energi dari dalam Bumi
secara tiba-tiba; dltgl&!il gengan ﬂplsan bebatuan-yang mengalami
pemaéhah&&b&erak Bumi. Gempa bMﬁgaklétkan gampak fisik
antara lain kerusakan bangunan dan infrastruktur, kotean-jiwa, bencana
susulan seperti tsunami dan dampak sosial antara lain menimbulkan
penyakit, menghilangkan harta benda, kelaparan, melumpuhkan

aktivitas ekonomi, politik dan lain sebagainya.

tanggal 20 Februari 2022 pukul 12:31 WIB

7 https://kbbi.web.id/penanganan Diakses tanggal 10 Maret 2022 pukul 08:15 WIB
8 UU RI nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Butir 1
9 UU RI nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Butir 2



f.  Infrastruktur'®. Berdasarkan Perpres Rl Nomor 38 Tahun 2015,
infrastruktur merupakan fasilitas baik teknis, fisik, sistem, perangkat
keras, maupun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur
sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan
dengan baik. American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam
Kodoatie, R., 2005) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan fasilitas
dalam bentuk fisik yang dikembangkan atau diperlukan setiap agen
publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan seperti penyediaan
sumber daya air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan
fasilitas lainnya untuk mengakomodir tujuan sosial dan ekonomi
masyarakat. Sedangkan infrastruktur yang dimaksud dalam tulisan ini
adalah infrastruktur yang dapat mendukung jaringan struktur seperti
fasilitas publik antara lain dapat berupa akses jalan, air bersih, kelistrikan,

komunikasi, pelabuhan, perymahan yang dapat mendukung

kelancaran aktivitas sosial nomi masyarakat.
g. Ketahanan Nasional. KetahananyNasional (Tannas) adalah kondisi
dinamis bangsa Indonesia yang terdiri dari seluruh aspek kehidupan
nasional yang saling berkatan; berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional,
untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan,
hambatan, dan tantangan, baik yang-berasal dari luar maupun dari dalam
negeri Untuk menjagx\ﬁeﬁtitasMQral, ntegritas, dan kelangsungan

hidu—lp;AtI)\(Iahlﬁd\“aan negara, serta M&%@g@r\l/ A?‘nencapai tujuan
nastonalnyall. Ketahanan nasional terdiri dari delapai-aspek kehidupan
(gatra) salah satunya adalah gatra sosial budaya. Ketahanan nasional
dalam aspek sosial budaya sendiri diartikan sebagai kondisi dinamik
yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional didalam menghadapi dan

mengatasi segala AGHT baik yang datang dari dalam maupun luar,

10 Perpres Rl Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur Pasal 11

11 Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Geostrategi
Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas RI
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secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan
kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan Negara. Bencana
alam dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi aspek sosial budaya

masyarakat Indonesia.




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

Umum

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan
pengaruh vulkanisme dan tektonisme yang tinggi sehingga Indonesia
termasuk dalam kategori risiko tinggi rentan bencana. Dari sekian banyak
bencana yang ada, gempa bumi cukup sering terjadi, dampak negatifnya
menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerusakan
lingkungan dan kerugian harta benda. Terkait dengan infrastruktur,
pembangunan infrastruktur menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.
Berbanding lurus dengan kejadian bencana gempa bumi, infrastruktur yang
mengalami kerusakan akibat gempa bumi sangat besar sehingga
menimbulkan kerugian yang sangat signifikan

Setelah dipaparkan pada latar belakang dan adanya fenomena yang
terjadi, maka dapat diketahui usamy permasalahan dalam optimalisasi
penanganan bencana alam. khususnya gempa bumi. Selanjutnya, untuk
menguraikan permasalahan optimalisasi penanganan bencana alam guna
mendukung ketahanan nasional, diperlukan tinjauan pustaka yang terdiri dari
landasan pemikiran, peraturan perundang-undangan, kondisi bencana alam
gempa bumi saat ini dan kerusakan infrastruktur, lingkungan strategis, serta
kerangka-teoretis. S, HARM MA

TANHANA MANGRVA

PeraturafPerundang-undangan
a. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana

Dalam UU ini dinyatakan bahwa kondisi geografis, geologis,

hidrologis, dan demografis wilayah NKRI memungkinkan terjadinya

bencana, penyebabnya baik dari faktor alam, non-alam maupun faktor

manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan

lingkungan hidup, bilangnya harta benda, dan dampak psikologis dimana

11
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dalam kondisi tertentu dapat menghalangi tercapainya tujuan
pembangunan nasional.

Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa analisis risiko bencana harus
dimasukkan ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai
risiko tinggi dapat menimbulkan bencana sebagai bentuk upaya
penanggulangan terhadap bencana.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 17 UU ini menyatakan bahwa kondisi fisik wilayah NKRI
sangat rentan terhadap bencana alam. Penjelasan Angka 39 Pasal 41
Ayat (2) huruf d disebutkan bahwa pemeriksaan kelayakan fungsi
bangunan gedung secara berkala meliputi pemeriksaan terhadap
pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung
sesuai dengan fungsinya, dengan tingkatan pemeriksaan yang
disesuaikan dengan (spesifikasi konstruksi, mekanikal dan elektrikal,
serta kelengkapan bangun edung. Pemeriksaan ini dilakukan pada
periode tertentu, karena bahan fungsi bangunan gedung, atau
karena adanya bencana yang berdampak penting terhadap kehandalan
bangunan. Pemeriksaan kelayakan fungsi dilaksanakan oleh pengkayji
teknis yang kompeten dan memiliki sertifikat yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

Perpres—RI Nom&%A%MnMﬂOOS tentang Badan Nasional
Penlr%@d%@ﬁ%encana M)’-\NG‘R%/A

Peraturan Presiden ini ditetapkan berdasarkanketentuan pasal 17
UU Penanggulangan Bencana. Terdapat delapan tugas BNPB terkait
kebencanaan yang dijelaskan pada pasal 1 Perpres ini. Dalam
pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, BNPB sebagai leading
sector bekerja sama dengan 7 (tujuh) kementerian lainnya yaitu
Kemendagri, Kemensos, KemenPU, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenhub,
KemenESDM serta TNI dan Polri sebagaimana tercantum pada pasal 11
ayat (2). Sedangkan tugas dan fungsi BNPB dikoordinasikan oleh
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
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Perpres Rl Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres ini menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur yang
memadai dan berkelanjutan sangat mendesak dibutuhkan untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan
perekonomian  nasional, mensejahterakan = masyarakat, dan
meningkatkan daya saing dalam persaingan global.

Pasal 1 butir 4 didefinisikan tentang infrastruktur sebagai fasilitas
teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang
dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip kerjasama pemerintah
dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada Pasal 4
dilakukan dengan  prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing,

pengendalian dan pengelol risiko, serta efektif dan efisien.

Perpres RI Nomoin 87 humy 2020 tentang Rencana Induk
Penanggulangan Benc¢an hun 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-
2044 pada pasal 1 ayat (2) menjadi dasar bagi setiap
kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda)
dalam merencanakan—dan_melaksanakan aktivitas penanggulangan
bepeana: Kebijakangé—r!ée]\ggm%ﬂ beneana-pada-tahun 2020-2044
dilallsghgl!jmg‘m 6 (enam) kebijakaMMﬂggsvtr%egi. RIPB Tahun
202022044 terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka—waktu yang
ditentukan 5 (lima) tahunan dimulai dari periode pertama pada tahun
2020-2024 sampai periode kelima pada tahun 2040-2044. Periode
pertama tahun 2020-2024 disusun dengan pertimbangan pada RPIJMN
tahun 2020-2024.

Kebijakan keempat dalam penanggulangan bencana vyaitu
penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin
profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus capaian pada tahun 2020-

2024 antara lain terintegrasinya data, informasi, dan literasi
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kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana,
bentang alam, adaptasi perubahan iklim, dan upaya penguatan
ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. Kemudian pada
kebijakan keenam yaitu percepatan pemulihan pascabencana pada
daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun
kehidupan yang lebih baik, dimana fokus capaiannya pada periode tahun
2020-2024 diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur vital yang
berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta

ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

9. Kerangka Teoretis
a. Teori Manajemen Bencana
De Guzman (2002)'? menyatakan bahwa keadaan bencana sangat
bergantung pada tindakan manusia dalam menghadapi dan

menganggulanginya. /- Ma men>, bencana sebagai serangkaian

aktivitas yang dilaksanakan untuk upaya pencegahan bencana, mitigasi

kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kejadian bencana.
Tujuan penangoulan Pencana adalah untuk mengurangi
kemungkinan kerugian dan¥isiko serta mempercepat proses pemulihan
pasca bencana. Penanggulangan bencana terdiri dari dua fase, pra
bencana (pre-disaster) dan pasca-bencana (post-disaster). Pre-disaster
meliputi mitigasi, pereegahan dan persiapan. Fase-fase post-disaster
adalah tanggap (Qrt?at pemuﬂ]an dan-—rekonstruksi. Strategi
penanggu’ﬁ'rﬁ&h/%encana dapat berup%@;ﬁh@an teﬁ‘ms alat rekayasa
atay-non-teknis atau undang-undang (Sudibyakto, 2614 Memahami
manajemen bencana akan menjadi langkah awal dalam mengurangi
risiko yang muncul saat bencana terjadi. Pengertian bencana juga
mencakup beberapa parameter bencana seperti bahaya, kerentanan,

kerentanan dan risiko bencana.

12 De Guzman, Emmanuel, M. 2002. Towards Total Disaster Risk Management Approach. ADRC-
UNOCHA-RDA : Spain dalam https://disaster.geo.ugm.ac.id/index.php/berita/istilah-manajemen-
bencana Diunduh Tgl 1 Agustus 2022 pukul 20:10 WIB

13 Sudibyakto A. 2011. Manajemen Bencana Indonesia Kemana?. Gadjah Mada University Press :
Yogyakarta dalam https://disaster.geo.ugm.ac.id/index.php/berita/istilah-manajemen-bencana
Diunduh Tgl 1 Agustus 2022 pukul 20:10 WIB
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b. Teori Kebijakan

Secara sederhana kebijakan mengacu pada tiga hal penting yaitu:
perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Thomas R. Dye seperti dikutip oleh Dwiyanto Indiahono (2009)
mendefinisikan kebijakan sebagai apapun kegiatan pemerintah baik
yang eksplisit maupun implisit merupakan sebuah kebijakan, dalam hal
ini kebijakan merupakan apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah
untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Keefektifan kebijakan
menurut William N. Dunn (2003) dapat dilihat dari beberapa variabel
antara lain efisiensi, kecukupan, kesamaan (equity), responsivitas, dan

ketepatan.

10. Data dan Fakta
a. Kondisi Bencana Alam Gempa Bumi di Indonesia

Kondisi geograiis In

eslay secara tektonis menjadi tempat
bertemunya tiga lempeng t nik dunia yaitu lempeng eurasia, lempeng
Indo-Australia dan lempen sifike/ Kemudian secara vulkanis wilayah
Indonesia berada pada wilayah pegunungan berapi aktif yang dikenal
dengan sebutan cincin aptipasifik (pacific ring of fire). Berdasarkan
kondisi tersebut, wilayah Indonesia rawan terjadi bencana alam. Gambar
1 menunjukkan sebaran kejadian bencana alam selama tahun 2021.
Pulau Jawa pada umumnya dan Witayah Provinsi Jawa Barat khususnya
merupakan-daerah Q%%alinnél M\ﬂ/ak mengatami peristiwva bencana
alam‘lpﬁ\e'r\ildjﬁjN%h kejadian bencananﬂﬁt%qg%vésus. Jamlah total
kejadian bencana tahun 2021 adalah 5.402 kasus.“bampak destruktif
bencana alam ini terhadap infrastruktur perumahan mengalami
kerusakan sebanyak 142.179 unit, dengan rincian bangunan rumah yang
mengalami rusak berat 19.163, kerusakan sedang 25.369, rusak ringan
97.647 unit. Infrastruktur transportasi publik seperti jembatan yang
mengalami kerusakan sebanyak 438 dan kantor 509 unit. Fasilitas
seperti sarana pendidikan yang rusak sebanyak 1.498, tempat

peribadatan 1.847 dan fasilitas kesehatan 359 unit.
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Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2021
Sumber: BNPB RI
Pada tahun 2022 sejak 1 Januari hingga 18 Maret sebanyak
1.462.187 jiwa yang menderita dan mengungsi karena bencana alam

yang terjadi di Indonesia. lah bencana alam hingga 18 Maret

kebakaran hutan dan laha arhutla) 44 kejadian, gelombang pasang

dan abrasi 8 kejadian, se epapa bumi 5 kejadian. Bangunan rumah
yang mengalami kerusakan sebanyak 18.884 unit. Rumah yang

mengalami rusak berat 3.300 unit, rusak sedang 3.483 unit dan rusak

ringan 12.061 unit. Fasili pendidikan yang rusak 332, tempat

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebaran kejadian bencana alam tahun
2022 sampai bulan Maret 2022 ditunjukkan pada gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia sampai Bulan Maret 2022
Sumber: BNPB RI

Khususnya gempa bumi, pada bulan Januari 2021 secara umum

gempa kecil dengan kekuatan gempa yang kurang dari 5,0 mendominasi

aktivitas gempa di Wi la. dan terjadi selama 619 Kkali.
Sisanya, sebanyak all gempa bumi signifikan terjadi dengan
kekuatan magnitudo dli S 5,0. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap
hari wilayah Indonesia tefaci gempa selama bulan Januari 2021,
aktivitas gempa setiap daerahl ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini.

Pada tahun 2022 tanggal 14 Maret lalu beberapa musibah gempa

bumi kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat

proses fisis berupa patahan batuan kulit bumi. Pada kondisi tertentu,
ketika batuan atau kulit bumi tersebut tidak mampu lagi menahan
dorongan sehingga bebatuan tersebut terangkat dan tidak dapat fleksibel
lagi. Selanjutnya tiba-tiba mengalami dislokasi sehingga terjadi suatu
patahan yang dapat menimbulkan gelombang seismik. Batuan yang
mendapat tekanan tersebut akan mengalami akumulasi medan stress
dan tidak dapat bersifat lentur lagi sehingga akhirnya terjadi patahan.
Proses terjadinya gempa tersebut tidak dipengaruhi oleh waktu.
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Gambar 3. Peta Seismisitas Indonesia Bulan Januari 2021
Sumber: BMKG RI

b. Kondisi Pembangu
Terkait

denga Ir, pemerintah Indonesia telah

anggaran infrastruktur menunjukkan tren meningkat.
Tahun 2020 anggaran infrastruktur mengalami penurunan karena

pandemi Covid-19

belanja non K/L senilai Rp 6,1 triliun. Anggaran infrastruktur dalam

bidang layanan dasar dipergunakan untuk pembangunan rumah susun
5.141 unit, rumah khusus 1.823 unit, serta akses sanitasi dan
persampahan bagi 111,5 ribu kepala keluarga, 44 unit bendungan (39
unit lanjutan dan 5 unit baru), pembangunan jalan sepanjang 295 km,
pembangunan jembatan 6.253 meter, jalur kereta api sepanjang 6.624

km, serta bandara baru di 6 lokasi.
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Anggaran Infrastruktur (2014-2022)
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

450 Triliun

400 Triliun

350 Triliun
300 Triliun
250 Triliun
200 Triliun
150 Triliun -
100 Triliun

2014 2017 2020

Rupiah

. Anggaran Infrastruktur

Grafik 1. Anggaran Infrastruktur Indonesia Tahun 2014-2022
Sumber: KemenPUPR RI, Kemenkeu RI

Lingkungan Strategis

a.

Global.

Manajemen beincana

a periode sebelum dan pasca bencana
harus terus dikembangkan dan_disempurnakan. Terkait manajemen
penanganan bencana'ma intah Indonesia dapat mempelajari
hal yang telah dilakuka pemerintah Jepang. Dalam hal ini,
pemerintah Jepang memiliki data yang lengkap dari setiap daerah yang

rawan bencana kemudian dikumpulkan dengan sistem kebijakan bottom-

up dimana pemerinta berada di tingkat bawah akan

i aan-dilaporkanke pemerintah yang

i &HWNGE@V& 2 bencana
>

Data bencana Jepang sangat lengkap, karena setiap bencana yang

terjadi dicatat dan diabadikan sebagai bahan penilaian untuk menilai
kekurangan dari pembangunan dan bagaimana memperbaiki sistem
yang ada. Dokumen tentang sejarah bencana, kerugian akibat bencana,
status bencana, keputusan pemerintah untuk menanggapi bencana
disimpan dengan baik dan dirancang untuk membantu pemerintah
mengambil pelajaran dari daerah lain di Jepang dan bencana spesifik

lainnya yang mungkin dihadapi. Setelah bencana terjadi, pemerintah
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segera melakukan penilaian dan perhitungan risiko bencana. Penilaian
tersebut mencakup analisis tingkat bahaya, besarnya bahaya, tingkat
bahaya, dan kerugian akurasi kebijakan yang tepat waktu.

Informasi bencana memainkan peran penting dalam mitigasi
bencana. Dalam konteks ini, Jepang telah membentuk sistem informasi
bencana yang terintegrasi dan tersinkronisasi di antara semua pihak
yang terlibat. Informasi tentang bencana diperoleh dari berbagai pihak
yang kemudian ditransmisikan ke database bencana, selanjutnya dapat
diakses oleh berbagai pihak. Informasi tentang bencana alam juga harus
melalui satu pintu, yaitu pemerintah pusat. Menanggapi Kkrisis
pascabencana membutuhkan respon yang cepat. Kejadian bencana di
Indonesia harus menerapkan manajemen bencana seperti di Jepang.
Setiap wilayah harus memiliki peta wilayah dengan semua data seperti
sektor produksi di wilayahnya dan data infrastruktur yang lengkap.

Dengan informasi yang lengkap di setiap wilayah, pemerintah dapat

menghitung nilai revitalisa ng dibutuhkan untuk infrastruktur mulai

dari kerusakan ringan hing erysakan total.
Dalam hal mitigasi b na,/pemerintah dan Pemda seyogyanya
dapat mengalokasikan ang n untuk menyusun peta bencana daerah
rawan bencana dan meng-update setiap tahap perkembangan yang
terjadi. Dengan adanya kelengkapan data tersebut, maka pemerintah
dapat mengetahui_jumtah _anggaran_yang harus dikeluarkan untuk
rehabititasi-dan penapg‘gn%n%'zﬂ%g ngana.
TANHANA MANGRVA

Regtonal

Asia Tenggara merupakan kawasan yang rawan bencana alam,
dan penanggulangan bencana alam harus menjadi prioritas bagi setiap
negara di kawasan ini. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah
yang paling rawan bencana di dunia dan dapat terkena hampir semua
jenis bencana alam. Hal ini karena Asia Tenggara secara geografis
terletak di antara beberapa lapisan tektonik yang paling sering

menimbulkan gempa bumi, letusan gunung berapi, bahkan tsunami.



21

Wilayah ini juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik yang dapat menyebabkan terjadinya angin
topan. Bencana alam di Asia Tenggara tidak hanya menimbulkan korban
jiwa tetapi juga kerugian materil. Dalam kondisi demikian, ASEAN
sebagai lembaga kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara perlu
bekerja sama untuk mengurangi risiko yang ditimbulkannya semaksimal
mungkin.

Komunitas ASEAN sebenarnya sudah memiliki perangkat untuk
melegalkan kerja sama dan koordinasi dalam penanganan bencana
alam, namun masih dibutuhkan efektivitas dari implementasi secara riil
di lapangan. Pada tahun 2011 ASEAN telah mendirikan badan mitigasi
bencana yang dikenal dengan AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre
for Humanitarian Assistance on disaster management) untuk
memberikan bantuan dan dukungan kepada negara-negara anggota

ASEAN yang mengalami kejacTan pPencana alam.

Nasional

Perkembangan lingkungéan sirategis nasional yang berpengaruh,
dapat dilihat dari delapan-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam Astagatra.
1) Geografi. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan
lempeng utama dunia;“yaity_lempeng.Eurasia, lempeng Indo-Australia,
Iempeng\ Pasifik; dan fen%pé‘rj]g\:j”;:‘lllllpké [Terdapat banyak patahan aktif di
vvllayah anﬁchrM@é “sehingga sering terJaMgéMﬁé bumi‘ Aktivitas tektonik
tetal"mengakibatkan terbentuknya rangkaian gunung-apt-di sepanjang
pulau utara Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi-Maluku dan
Papua. Rangkaian gunung api Indonesia merupakan bagian dari
rangkaian gunung api Asia-Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai
negara yang rawan bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami,
letusan gunung berapi, dan tanah longsor.
2) Demografi. Indonesia akan menghadapi bonus demografi, periode
tahun 2020 hingga 2030 merupakan puncak periode bonus demografi.
Ketersediaan SDM produktif merupakan peluang bagi Indonesia untuk
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meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM menghadapi era revolusi
industri 4.0. Akan tetapi bencana yang sering terjadi mengakibatkan
banyak korban jiwa yang dapat mempengaruhi ketersediaan SDM
unggul sebagai peluang bonus demografi.

3) Sumber Kekayaan Alam. Potensi sumber kekayaan alam
Indonesia yang melimpah dapat dijadikan sebagai peluang untuk
mendukung optimalisasi penanganan bencana alam dalam rangka
mendukung ketahanan nasional. Namun besarnya potensi bencana
alam juga dapat menimbulkan kerugian SKA yang ada.

4)  Politik. Komitmen politik memiliki peran penting baik pemerintah
maupun masyarakat untuk menurunkan potensi korban jiwa dan harta
benda karena bencana alam. Kemauan politik atau komitmen untuk
mengambil tindakan proaktif, seperti pencegahan dan mitigasi, lebih
penting daripada tanggapan aktif terhadap peristiwa bencana. Kemauan

politik merupakan seper at. komitmen yang dibuat oleh para

pemimpin dan pembuat jjakan, vyaitu eksekutif (presiden dan

gubernur) dan lembaga legislatit (pembuat undang-undang dan politisi).
5) Ekonomi. Terjadinya cana alam memberikan banyak pelajaran
berharga tentang mitigasi cana dan manajemen pasca bencana.
Ketiadaan sistem peringatan dini dan mekanisme respon cepat dari
pemerintah dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar pada saat
terjadi bencana. Kerugian akibat bencana dapat mempengaruhi Produk
Domestik-Brute (PDQ)‘—}JIan PM)(MKqDomestik Reg,ional Bruto (PDRB)
selaxjﬁtr%lilﬁbﬁﬂnengakibatkan IonjakMAB‘aﬁjgpu lik terutama untuk
taap” rehabilitasi dan pelaksanaan rekonstrukS+—pascabencana.
Bencana alam dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya
gangguan dalam perekonomian. Penanganan pascabencana di
Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Perka BNPB nomor 11 Tahun
2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
salah satunya kebijakan pembiayaan. Dana penanggulangan bencana
berasal dari APBD, apabila APBD terjadi kekurangan dana, maka
pendanaan untuk rekonstruksi pascabencana akan menggunakan dana

bantuan sosial yang disediakan oleh APBN melalui mekanisme hibah.



23

Anggaran nasional juga memiliki keterbatasan dalam mendanai
bencana, sehingga penting untuk menjaga kemampuan keuangan untuk
memenuhi  kebutuhan penanggulangan bencana, pencegahan,
penanganan darurat, serta pemulihan dan rekonstruksi di daerah
bencana.

6) Sosial budaya. Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah
terjadinya bencana alam karena meningkatkan kerentanan orang miskin
dan tingkat kemiskinan secara umum. Indonesia memiliki tingkat
golongan yang tinggi akan terjadinya resiko bencana alam. Sebagai
akibat dari kehancuran harta benda setelah peristiwa bencana, banyak
keluarga yang berada dalam kondisi miskin karena tidak memiliki sumber
daya yang diperlukan untuk memperbaiki tempat tinggal, mengganti
harta benda, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bencana alam juga
menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit yang dapat
mempengaruhi  kesehatan | masyarakat. Hancurnya infrastruktur
pendidikan karena bencana &lam dapat mengganggu proses belajar
mengajar sehingga dapat runkan kualitas pendidikan.

7) Pertahanan dan. K anan. Konsep Pertahanan Indonesia
menekankan pada perlind n kedaulatan dan keselamatan wilayah
negara. Meningkatnya risiko dan intensitas bencana alam di masa depan
merupakan ancaman keamanan nasional yang dapat membahayakan
kehidupan dan keamanarn_bangsa. Indonesia. Jika kesiapsiagaan
bepeana —rendah, Qgr}ise\pasi %at keamanan —dalam tindakan
pen&%ﬁwrﬁana akan lebih tinﬂ%@ﬁ%&dukung Operasi
ivtititer Selain Perang (OMSP) TNI, maka diperlukan—atutsista yang
memadai. Potensi bencana alam di masa depan harus memotivasi kita
untuk meninjau kembali kemampuan alutsista yang dapat menghadapi

kejadian tersebut.
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12. Umum

Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Alam (BNPB), Indonesia berada pada pertemuan tiga buah
lempengan tektonik yang menyebabkan Indonesia memiliki tingginya potensi
akan terjadinya bencana alam. Sabuk vulkanik dapat ditemukan di wilayah
selatan dan timur Indonesia, sedangkan wilayah lainnya terdiri dari
pegunungan vulkanik yang sudah tua dan dataran rendah yang wilayahnya
didominasi oleh lahan yang basah. Karena faktor-faktor ini, sebagian besar
wilayah Indonesia mengalami bencana alam seperti gunung meletus, gempa
bumi, banjir, kekeringan, tsunami, dan tanah longsor.

Melihat pada kondisi ter

ut, maka perlu dilakukan upaya-upaya
pengelolaan risiko bencana ala tuk mengurangi kerugian akibat bencana
seminimal mungkin. Upaya pengelolaanmsrisiko bencana ini berdasarkan pada
pemahaman risiko bencana ya iperoleh dari pelaksanaan kajian risiko
bencana. Gempa bumi merupak encana alam yang cukup sering terjadi di
Indonesia, setiap kali terjadi gempa bumi, kerusakan yang ditimbulkan sangat
besar. Tingginya jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan
infrastruktur menjadi indikasi” bahwa manajemen bencana baik sebelum
bencana, ketika-terjadi g:m:ana maupﬂn Setelah terjadunya bencana di
IndoneSIaTrf%lsnMMlPTerutama mfrastruktMgelama ini telah dibangun
oleh-pemerintah sebagai sarana meningkatkan kesejahtéraan-rakyat dalam
rangka ketahanan nasional.

Pada bab ini akan dilakukan analisis setiap pokok-pokok bahasan
dengan menggunakan teori, peraturan perundang-undangan, serta data dan
fakta yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pokok-pokok kajian yang
dibahas adalah penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan yang
disebabkan oleh bencana alam saat ini, kendala yang dihadapi dalam

pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana, dan
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bagaimana mengoptimalkan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam

sehingga dapat mempertangguh ketahanan nasional.

Penanganan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana Alam Saat Ini
Sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah yang strategis,
wilayah geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk
mendistribusikan pembangunan secara merata. Untuk mempercepat
kemajuan pembangunan, pemerintah menyiapkan menyediakan titik awal
infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU) didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan
badan usaha dalam pengadaan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan
umum. Melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, kerangka kerja
sama antara pemerintah dan badan usaha diharapkan dapat membantu
pencapaian target investasi infrastrukiur sebesar $ 429 miliar untuk periode
2020-2024. Sektor badan usaha

total target investasi. Program

arapkan berkontribusi lebih dari 50% dari
rlasama pemerintah melibatkan swasta
dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan teori kebijakan, dimana
apapun yang dilakukan pemerintah tersebut akan menjadi sebuah kebijakan.
Dijabarkan lebih lanjut bentuk flakan pemerintah yang pada mulanya
sektor swasta lebih banyak dipandang dari perspektif yang sempit dan
perekonomian yang tidak berkembang, sehingga sektor swasta dalam negeri
kapasitasnya kurang efektif Namun sefanjutnya pemerintah bekerja sama
dengan_swasta—-dengan %‘é“mberikan K@bijakan untuk meyakinkan pihak
swesta bglﬁvra\ll lﬁ'e%b’rﬁtah akan memberikapﬂé%@ﬁgy J%\Nabnya terhadap
risiko—proyek infrastruktur tertentu. Pemerintah juga meényediakan fasilitas
pengembangan proyek infrastruktur yang diselaraskan dengan perspekiif
fiskal sehingga pengelolaan fiskal pada transaksi KPBU dapat dikelola dengan
mudah.

Terdapat empat sektor yang ditopang oleh KPBU saat ini, meliputi
perumahan, sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman.
Infrastruktur sumber daya air terdiri dari pembangunan bendungan, PLTA,
bendungan serbaguna, dan tanggul laut. Sektor jalan dan jembatan meliputi

pembangunan jalan tol, jalan raya, dan jembatan, sedangkan sektor
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perumahan meliputi apartemen dan rumah tinggal. Selanjutnya sektor

permukiman meliputi pengolahan air minum, limbah, dan air limbah.

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional yang memiliki

peluang memberikan kontribusi terhadap program pemulihan ekonomi

nasional dan sangat diperlukan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang ada di Indonesia

mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan di seluruh

wilayah Indonesia terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Pemerintah Indonesia dalam membangun sistem nasional
penanggulangan bencana melibatkan beberapa aspek antara lain:

a. Legislasi. Beberapa regulasi telah disahkan oleh Pemerintah meliputi
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kemudian juga aturan hukum yang berada di bawahnya antara lain
berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala

Badan, serta peraturan daerah yang terkait dengan bencana alam.

b. Kelembagaan. Kelembag dapat ditinjau dari sisi formal dan non

formal. Pada lingkup “formalgeBadan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) sebagal leading sector lembaga pemerintah dalam

menanggulangi bencana gkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota, leading sector dipegang oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada lingkup non formal,
FGD baik di tingkatpusat maupun daerah diselenggarakan untuk
mem&ertangguh p&gggulang%'%encana Bt in kat nasional, telah
terben“lhﬁ&‘f&m Nasional (Planaéyl/amg%a unsur yang terlibat
¢hedlamnya meliputi masyarakat sipil, dunia usaha;media, akademik,
dan lembaga internasional. Pada lingkup daerah, telah terdapat
beberapa Forum PRB yang ada di masing-masing provinsi.

C. Pendanaan. Tingkat kepedulian pemerintah Indonesia sangat tinggi
terhadap persoalan bencana alam, dibuktikan dengan alokasi anggaran
yang signifikan khususnya dalam rangka mengurangi risiko bencana
dalam pembangunan infrastruktur. Skema pendanaan yang digunakan
untuk penanggulangan bencana di Indonesia antara lain diperoleh dari

DIPA yang telah dialokasikan baik di APBN maupun APBD, dana
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kontigensi, dana bantual sosial dengan skema hibah, dana yang

bersumber dari masyarakat, dan dana dukungan masyarakat

internasional.

Ketiga aspek yang diterapkan pemerintah tersebut juga merupakan
bentuk implementasi teori kebijakan dimana menurut teori kebijakan bahwa
kebijakan merupakan hal apapun yang telah menjadi pilihan pemerintah untuk
dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Pemerintah dalam hal ini telah
mengeluarkan berbagai bentuk regulasi terkait penanganan dan mitigasi
bencana alam, kemudian membentuk lembaga khusus yang bertindak
sebagai leading sector dalam penanganan bencana alam, dan menyediakan
alokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD untuk penanggulangan
bencana di Indonesia.

BNPB telah mengeluarkan laporan tentang indeks risiko bencana tahun
2021. Berdasarkan tabel 1 tentang IRBI di bawah ini, DKI Jakarta merupakan
provinsi dengan indeks risiko bencana terendah sedangkan provinsi dengan
risiko bencana tertinggl di provijsi Sulawesi Barat. Beberapa provinsi
mengalami peningkatan indeks risiko hencana pada tahun 2021 diantaranya
adalah provinsi Kalimantan ‘Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara,
Papua Barat, Sulawesi Tengah;®dan Sulawesi Tenggara. Semakin tinggi
indeks risiko bencana suatu daerah maka potensi terjadinya bencana alam di
daerah tersebut juga mengalami peningkatan.

Sedemikian maSIfnya upava pemerintah  untuk  membangun
mfrastruktur namun karenef koﬁa‘;s\l ”é‘(laloéré;ﬂs ndonesia y7ang menjadi tempat
pertemuan ketda“érghdeng tektonik dunia melapﬁ‘Lft @r‘ﬁ/peng eurasia; samudera
hintia-australia, dan pasifik seperti ditunjukkan pada “Gambar 4 dimana
lempeng-lempeng tersebut berupa lempeng tektonik yang bergerak relatif
antara satu dengan lainnya. Kemudian dari kondisi vulkanis yang berada pada
wilayah jalur pegunungan berapi aktif yang dikenal dengan cincin api pasifik
(pacific ring of fire), maka wilayah Indonesia menjadi rawan terjadi bencana
alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur. Kerusakan terhadap
infrastruktur sebagian besar diakibatkan oleh kendala jarak dalam lingkup
pusat gempa di permukaan dan konstruksi infrastruktur yang belum sesuai
dengan standar konstruksi yang menjadi persyaratan. Selain itu wilayah yang
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banyak mengalami kerusakan adalah wilayah yang terdapat di atas tanah
dengan kategori tanah lunak. Berbagai bentuk kerusakan infratruktur dapat
menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat. Penanganan kerusakan
infrastruktur di Indonesia bisa belajar dari negara Jepang. Jepang merupakan
salah satu negara yang selalu mengambil langkah-langkah manajemen risiko
bencana gempa bumi dengan cepat dan tepat. Regulasi terkait asuransi
bencana alam gempa bumi pada tahun 1966 juga telah dikeluarkan oleh

pemerintah setelah kejadian gempa di Nigata pada tahun 1964.

3

BEMGKLULU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAEART A 140.92 126.34
DKl JAEARTA
GORONTALD

NO
1
2
3  BANTEM
4
5
]
7
B
9

10 JAWA TENGAH

11  JAWATIMUR

12 KALIMANTAM BARAT
13 KALIMANTAM SELAT AL
14  KALIMANTAN TENGAH
15 KALIMANTAN TIMLU A
16 KALIMANTAN UTARA

17  KEPULAUAN BANGKA EELIT(NG e 0 16098
18 KEPULAUAN RIAU 116080 11471
19 LAMPUNG 146.64 145.42
20 MALUKU 18035 160.84

21 MALUKU UTARA 145.57 146.63
22 *3

Filldidbdidbdidididididg

28 SULAWESI SELATAN 159.49 154 .87

b
29  SULAWESI TENGAH 144.96 146.07 &
30 SULAWESI TENGGARA 157.72 157.90 &
31  SULAWESI UTARA 139.47 133.29 v
32 SUMATERA BARAT 149.53 14736 v
33 SUMATERA SELATAN 139.24 13731 hi
34  SUMATERA UTARA 145.18 14383 b

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020-2021
Sumber: Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
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PR p— ool Lempeng Samudra Hindia-Australia dan Lempeng Pasifik

Gambar 4. Kecepatan Gerak Lempeng Tektonik Bumi
Sumber: Paparan Diskusi Panel BS Geografi PPRA LXIll Lemhannas RI Tahun 2022

Setelah gempa bumibesar Great Hanshin-Awaji melanda Jepang pada

tahun 1995, selanjuinya Jepang, melaksanakan langkah-langkah retrofit
sebagai salah satu bagian d penguatan struktur bangunan dalam
manajemen risiko. Menurut Bjojesoedarso (2003: 14), manajemen risiko
bencana dilakukan dengan menemukan potensi kerugian atau dengan
mengidentifikasi semua risiko murni yang dihadapi oleh suatu entitas. Setelah
risiko dapat diidentifikasi, perlu untuk segera menilai potensi kerugian yang
mungkin terjadi, termasuk‘gwrmﬂar kecilnya kejadian atau frekuensi
kerugian,mmﬁmﬁﬂngukur tingkat kedarl{wﬁlmm\dﬁuk menilai jumlah
kertigiangjang diperoteh. Setelah evaluasi selesai, tfangkah Selanjutaya adalah
memilih sarana atau kombinasi dari beberapa cara yang tepat untuk
mengatasi munculnya kerugian tersebut.

Mengacu dari pengalaman Jepang dalam hal asuransi infrastruktur
terhadap bencana gempa bumi, hal ini bisa dijadikan referensi oleh pemrintah

Indonesia. Konsep yang penting untuk pelajari lebih detail dan dikembangkan

14 Djojosoedarso, S., 2003. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Edisi Revisi. Salemba Empat,
Jakarta, ISBN 979- 691-171-X dalam Rohman Juani dan Helvita Dorojatun. 2019. Manajemen
Risiko Bencana Untuk Pembangunan Infrastruktur, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-
palangkaraya/baca-artikel/12747/Manajemen-Risiko-Bencana-Untuk-Pembangunan-
Infrastruktur.html Diunduh Tgl 1 Agustus 2022 pukul 20:10 WIB
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di Indonesia, bagaimana peluang dan kendalanya. Mengingat dampak nyata
dari gempa bumi adalah mampu melumpuhkan ekonomi dan sangat
mempengaruhi ketahanan APBN. Dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal
Kemenkeu RI kemudian menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko
Bencana (PARB). Strategi PARB ini merupakan kombinasi dari instrumen-
instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana
yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan
transparan sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap skema
pembiayaan risiko bencana secara keseluruhan. Strategi PARB yang ada
dilengkapi dengan Roadmap yang akan terus diperbaharui agar tetap relevan
dengan kondisi dan kebutuhan pembiayaan risiko bencana Indonesia.

Salah satu prioritas pemerintah dalam Strategi PARB adalah
perlindungan aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD). Sebagai payung

hukum dan landasan operasional pengasuransian BMN, Kementerian

Keuangan menerbitkan /Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
97/PMK.06/2019 tentang Peng

Kementerian/Lembaga sudah ak

ansian BMN. Pada tahun 2021 semua
memiliki perlindungan asuransi bagi aset
mereka yang berupa gedung p ntoran, pelatihan dan pendidikan, serta
klinik kesehatan tanpa terkecualiSelanjuinya perluasan asuransi BMN akan
dilaksanakan bagi infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan yang
lainnya sehingga nantinya semua jenis BMN yang dikelola oleh seluruh K/L
tanpa terkecuali mendapatkarn 'ﬁerlindungan asuransi. Sebagaimana

R
perlindungan terhadap Q&‘%ublik,%k%ma asuransi juga dipilih untuk

perlinduna—ﬁwwg‘ngga dan pulihnya Mﬁm&ﬁ\s/éial maSyarakat*®.
Dampak—adanya asuransi bencana ini adalah percepataf—pembangunan
kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca bencana gempa bumi,
tanpa menunggu anggaran dari pemerintah (APBN dan APBD). Selain itu,
infrastruktur yang mengalami kerusakan karena gempa bumi dapat lebih cepat
diperbaiki sehingga aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat dapat pulih

kembali secepatnya.

15 https://ffiskal.kemenkeu.go.id/strategi-drfi. Diunduh Tgl 1 Agustus 2022 pukul 20:17 WIB
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Daerah-daerah yang rawan bencana dengan tingkat kehidupan
ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggi perlu dilakukan pendataan ulang
terkait infrastruktur di wilayah masing-masing yang berpotensi mengalami
kerusakan parah dan mengganggu roda perekonomian masyarakat apabila
terjadi gempa bumi. Gempa bumi tidak membahayakan kehidupan manusia
secara langsung, akan tetapi kerusakan infrastruktur akibat gempa yang dapat
menyebabkan timbulnya korban jiwa. Penyusunan dan pemutakhiran peta
sumber dan bahaya gempa dapat memberikan informasi daerah rawan gempa
sekaligus jenis sumber gempa. Informasi seperti yang tecantum pada Peta
Seismisitas Indonesia dari BMKG RI di gambar 3 Bab Tinjauan Pustaka dapat
digunakan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur di daerah rawan
gempa bumi.

Beberapa data menunjukkan bahwa setiap kali terjadi gempa bumi,
kerusakan infrastruktur dan kerugian yang ditimbulkan pasti dalam jumlah

a lain;

yang besar, data-data tersebut a
a. Gempa bumi yang terjadi otfa Mamuju Sulawesi Barat pada tahun
2021 mengakibatkan keru

Terdapat total 279 objek

angparah terhadap sejumlah aset negara.

infrastruktur yang mengalami kerusakan

dengan kerugian yang harus ditanggung hampir mencapai Rp 1 triliun.
279 objek dalam keadaan rusak berupa bangunan perumahan maupun
kantor yang mendukung tugas dan fungsi pemerintahan pusat yang ada
di Kota Mamuju dan-Kabupaten Maiene. Kerusakan infrastruktur karena
gempa bumi-int me@é—gﬁ\)kar%e%é}]tinya sementarapelayanan publik.
Inf;gg}mm Niﬁ yang mengalami kmg RaXé“l&h jembatan dan
Jatan Trans Sulawesi yang mencatatkan kerugian sentitar405,72 miliar
rupiah. Jika gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur tersebut
belum memiliki asuransi barang milik negara (BMN), selanjutnya untuk
perbaikan pasca bencana harus menunggu turunnya anggaran yang
berasal dari APBN namun anggaran tersebut pasti diberikan dalam
jangka waktu yang cukup lama.

b. Gempa bumi yang terjadi pada bulan Januari 2022 di provinsi Banten
telah menyebabkan sejumlah infrastruktur pemukiman dan fasilitas
umum mengalami kerusakan. Berdasarkan data dari BPBD Banten,
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rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi sebanyak 1.909.

Secara lebih rinci, 1.148 rumah termasuk dalam kategori rusak ringan,

424 rumah kategori rusak sedang, dan 337 rumah dalam kategori rusak

berat. Selain itu, fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan dan

kekacauan antara lain gedung sekolah sebanyak 36 unit, puskesmas
sebanyak 14 unit, 10 unit masjid, dan 3 kantor desa yang mengalami
kerusakan. Berdasarkan grafik 1 di bawah ini, jumlah kejadian gempa

bumi yang menimbulkan kerusakan paling tinggi pada tahun 2021

sebanyak 26 kejadian.

Terhadap infrastruktur perumahan dimana sektor perumahan menjadi
salah satu jenis investasi yang paling banyak diminati selain ritel. Perumahan
di beberapa lokasi yang rawan gempa bumi biasanya mengalami kerusakan
yang parah. Menurut Faizah (2015)'°, faktor penyebab besarnya kerusakan

struktur bangunan akibat gempa adalah karakteristik gempa, karakteristik site

dan karakteristik struktur.,ZKar ristiky struktur dipengaruhi oleh proses
pelaksanaan di lapangan., Pelaksanaan yang sering tidak sesuai dengan
perencanaan dominan menjadi penyebab rusaknya suatu bangunan,
sehingga pengawasan sangat rlukan agar bangunan yang dihasilkan
memiliki kualitas yang cukup bai aimal untuk menahan beban gempa yang
mungkin terjadi. Sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan di sektor
perumahan salah satunya dapat diterapkan bangunan tahan gempa.
Bangunan yang tahan tefhadap-gempa bumi didefinisikan sebagai
bangunan yang memilik Qmampuanl&&ahan dampak oempa bumi tanpa
mengalamlpé n'ﬁ!)M@fusakan yang parah M&ng'ak ré%oh akibat gempa
bumi-tersébut (Sulendra, 2011). Bangunan rumah tahaf—gempa sejatinya
adalah bangunan aman dari gempa. Penerapan bangunan rumah tahan
gempa dapat dilakukan pada bangunan yang baru akan dibangun maupun
pada bangunan yang telah ada dengan beberapa metode perkuatan.
Bangunan rumah tipikal tembokan yang umumnya banyak dipakai di
perumahan bersubsidi dapat dibangun dengan mengikuti kaidah bangunan

tahan gempa.

16 Restu Faizah. 2015. Pengaruh Frekuensi Gempa Terhadap Respons Bangunan Bertingkat.
Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015 — UMS
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Tidak hanya perumahan, bencana alam gempa bumi juga
menyebabkan kerusakan pada akses jalan sehingga menyebabkan
terputusnya akses baik pemberian bantuan maupun evakuasi melalui jalan
darat. Terputusnya akses ini menyebabkan banyak kejadian diantaranya
dalam bidang ekonomi roda perekonomian daerah terdampak gempa yang
terhenti, dalam bidang sosial budaya yaitu munculnya penyakit-penyakit
menular, kelaparan, putus sekolah dan kemiskinan, serta dalam bidang
pertahanan dan keamanan adalah potensi munculnya tindakan kriminalitas
karena faktor ekonomi. Sudah dapat dipastikan bahwa wilayah yang
terdampak bencana alam selalu membutuhkan aliran dana yang didapatkan
baik dari pemerintah pusat, Pemda maupun bantuan sektor Swasta untuk
melakukan pembangunan infrastruktur kembali, membuka banyak lapangan
kerja, dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan
jasa.

Kerusakan infrastruktur k

usnya akses jalan yang disebabkan oleh
aktivitas gempa bumi harus seg mendapatkan penanganan cepat karena
dapat menghambat jalur tra rtask/ Persoalan yang terjadi dalam
menangani kerusakan jalan.yang disebabkan oleh gempa bumi tersebut
adalah tidak adanya instruksi genal metode identifikasi awal, evaluasi
yang dilakukan di akhir, serta perbaikan kerusakan. Prosedur investigasi yang
dilakukan setelah gempa termasuk survei pada awal terjadinya gempa bumi,
penyelidikan yang dilakukan-febih_dalam-dan metode perbaikan yang harus
dijalankan. Dengan stano@r‘-i‘m, daIameﬂenangani kerusakan jalan sebagai
pendukur;gpé&ﬁptmﬂ%portasi setelah gemmwc%;\a/ae‘lebih mudah dan
lebih-eepat-dilaksanakan.

Tren gempa bumi meningkat sejak tahun 2014 dan fluktuatif sampai
tahun 2020, selanjutnya mencapai puncak kejadian tertinggi pada tahun 2021
sebagaimana ditunjukkan pada grafik 2 di bawah ini. Peningkatan intensitas
bencana gempa bumi inilah yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di

Indonesia semakin bertambah sehingga menimbulkan kerugian.
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Jumlah Gempa Bumi Merusak, 2000 - 2021
30

25

20

15

i0

0

T T T T
2003 2010 20135 2020
Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Badan Geologi

Grafik 2. Jumlah Kejadian Gempa Bumi Yang Merusak Tahun 2020-2021

Infrastruktur lainnya dari sektor sumber daya air yang rawan terjadi

kerusakan karena bencana gempa bumi adalah bendungan. Konstruksi

bendungan di suatu daerah memainkan peran penting dalam kemajuan

wilayah di sekitarnya, karena masyarakat sekitarnya dapat menikmati banyak
manfaat. Manfaat yang dapat roleh adalah tersedianya pasokan air,
seperti PLTA dan sebagai tem rekreasi. Bendungan ini juga memiliki
manfaat besar, selain juga potensi bahaya yang besar, bendungan yang roboh
akan menyebabkan banjir bandang ke daerah hilir yang akan mengakibatkan
banyak kematian, kehilangan-harta-benda, dan kerusakan lingkungan yang
serius. Bendungan didefi&mﬁ%%i%angunan yang-berupa gundukan
tanah, ba%%lﬂaﬁ(m,ﬁﬂng dibangun untek rﬁdmhmgrv:ﬁenampung limbah
dari-tambang, atau menampung lumpur untuk membentuksschuah-waduk.
Konstruksi bendungan dan pengelolaan endapannya harus dilakukan
berdasarkan konsepsi keamanan dan aturan keamanan bendungan yang
terkandung dalam berbagai aturan, standar, pedoman dan manual untuk
meningkatkan manfaat fungsi sumber daya air tersebut termasuk pelestarian
sumber daya air, kontrol daya rusak yang ditimbulkan, pengendalian
penampungan limbah dan lumpur. Terkait dengan kejadian gempa bumi dan
jika guncangan gempa dirasakan di lokasi bendungan, maka bendungan

harus segera diperiksa minimal seminggu sekali untuk jangka waktu empat
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sampai enam minggu. Perubahan perilaku bendungan biasanya terlihat hanya
beberapa minggu setelah gempa. Sistem instrumentasi bendungan minimal
harus mencakup pengukuran dan pemantauan besarnya tekanan air pori di
badan bendungan dan/atau di dasar bendungan, besaran dan kualitas
rembesan, serta pengukuran jenis dan laju deformasi yang terjadi. Untuk
beberapa bendungan, sistem instrumentasi juga mencakup pemantauan
faktor eksternal seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Terdapat kebutuhan untuk memeriksa dan menilai kondisi dan fungsi
peralatan pemantauan perilaku bendungan, pemantauan seismik,
pemantauan perilaku tebing penahan beban, dan juga pondasi (Gede
Suardiari, 2019).

Mengingat sifatnya sebagai konstruksi berat, bendungan berpotensi
membahayakan lingkungan sekitar. Namun di sisi lain, pemeliharaan
bendungan saat ini merupakan tahapan setelah konstruksi yang sering

terabaikan atau bahkan tedupakan. Keinginan untuk membangun terkadang

tidak sesuai dengan kemampuan masing-masing pemangku kepentingan

untuk mempertahankan apa yang telangdibangun. Kemungkinan kegagalan
dan kerusakan bendungandi Indonesia erat kaitannya dengan rendahnya
tingkat pemeliharaan, termasuk em pemantauan keamanan bendungan.
Risiko kerusakan bendungan akan lebih tinggi karena biaya operasi dan
pemeliharaan (OP) anggaran pemerintah saat ini tidak sebanding dengan
tingginya biaya pemeliharaan bendunoan. Secara umum, kegagalan dan
kerusakan bendungan dﬂmc‘?ﬁesigﬂ Qi@é‘oabkan oleh \?empa bumi. Siaga
gerpa bLTrﬁ't\éMMﬁa saat gempa burj Wgrgsa n dap‘membawa
dampak-negatif pada banyak bangunan utama di wilayah bénrdungan. Dampak
terjadinya gempa bumi sangat tergantung pada intensitas gempa. Guncangan
gempa bumi yang dapat membahayakan bendungan dapat terjadi pada
kondisi sebagai berikut:
a. Gempa bumi di atas intensitas 4 MMI (Modified Marcalli Intensity),
b. Gempa terjadi lebih dari 15 sampai 18 detik pada frekuensi 3 Hz dan
percepatan yang lebih besar dari 0,12 gal,
C. Terdapat gempa bumi dengan kekuatan

1) Lebih dari 4 SR dalam radius < 50 km
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2) Lebih dari 5, 6, dan 7 SR dalam radius < 80 km

Penyebab utama penurunan kapasitas tampungan air bendungan di
Indonesia adalah tingginya laju penurunan muka tanah yang disebabkan oleh
rusaknya lahan garapan dan pertanian di daerah hulu. Oleh karena itu,
aktivitas vegetasi untuk perlindungan hutan harus dilakukan sesegera
mungkin. Manfaat dari aktivitas vegetasi ini tidak dapat dirasakan secara
langsung, dan dalam kurun waktu tersebut kebutuhan akan air semakin
meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan
penduduk. Upaya pemerintah selama ini untuk mencegah penimbunan
sedimen dengan cepat antara lain melakukan pengerukan sedimen,
membangun bendungan, melindungi resapan air hujan di sekitar waduk, dan
mencegah erosi, yang dapat dilakukan melalui pemberian sosialisasi kepada
masyarakat dalam pengolahan tanah untuk menghindari erosi dan
penanaman kembali pohon-pohon sebagai upaya pencegahan erosi.

Manajemen Bencanadi Indornesia diatur dalam UU RI Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Beniana. Dalam UU tersebut diatur mengenai
bagaimana penanggulangan bencanagdisclenggarakan yang meliputi tiga
tahapan antara lain prabencana, Seat tanggap darurat, dan pascabencana.
Penanganan infrastrukiur yang rusak termasuk dalam tahap pascabencana.
Tahap pascabencana ini meliputi proses pemulihan (rehabilitasi) dan
pembangunan kembali (rekonstruksi). Pemulihan (rehabilitasi) merupakan
bentuk perbaikan dan memuhhkan setoruh_aspek pelayanan publik sampai
pada kOﬂdISI yang memadal aé‘ﬁégr‘;lf&éus target utama untuk terciptanya
normallsa5| a%ad ge\ﬂ}ua aspek pemerintahan h&h\ ik\eghldupan masyérakat yang
telah-beralan normal seperti biasa dalam batasan wajar. Pémuithan dilakukan
melalui aktivitas perbaikan lingkungan hidup di daerah bencana; memperbaiki
sarana dan prasarana umum; memberikan bantuan untuk renovasi rumabh;
memulihkan kondisi sosial psikologis; memberikan layanan kesehatan;
melakukan rekonsiliasi dan resolusi konflik yang terjadi; memulihkan fungsi
sosial ekonomi budaya; memulihnkan kondisi keamanan dan ketertiban
masyarakat; mengembalikan fungsi pemerintahan dan juga fungsi pelayanan
publik. Pemulihan merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau Pemda
setempat yang terdampak bencana. Pemerintah dan/atau Pemda melakukan
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penyusunan rencana pemulihan berdasarkan pada analisis kerugian dan
kerusakan karena bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat,
pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat
istiadat, budaya, dan ekonomi.

Pembangunan kembali (rekonstruksi) merupakan tanggung jawab
Pemda yang terdampak bencana pengecualian pada sarana dan prasarana
yang merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat. Pemda menyusun
rencana rekonstruksi memperhatikan pada perencanaan tata ruang,
pengaturan terhadap standar konstruksi bangunan, kondisi sosial adat istiadat
dan budaya, serta perekonomian rakyat sebagai satu kesatuan.

Sedangkan penanganan pasca bencana di Indonesia diatur dalam
Peraturan Kepala BNPB nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam peraturan tersebut dijelaskan juga
mengenai  kebijakan  pembiayaan = dengan  menggunakan  dana

rasalydari APBD. Pada kondisi dimana

penanggulangan bendana/yang
dana yang berasal dari APBD ehut tidak memadai, maka mekanisme
pembiayaan rekonstruksi |pascabencana selanjutnya menggunakan dana
bantuan sosial dengan mekanisme hihah yang telah diatur dalam APBN. Di
sisi lain APBN memiliki keterbatasan dalam memberikan pembiayaan pasca
bencana, dimana rata-rata kerugian bencana alam setiap tahun sekitar Rp 22
triliun. Bencana alam yang terjadi berimplikasi negatif terhadap penurunan
angka penyerapan tenaga ke&a pendapatan rumah tangga, bahkan
berpengaruli terhadap pe%ﬁr%n Merﬂatan pajak-negara yang berakibat
pada turl}—nnyal‘;lé\r%atan pemerintah yaMﬁa%qgn\Zﬁbebani anggaran
pemeritalt dalam APBN. Oleh karena itu manajemen—bencana dan
pengembangan instrumen pembiayaan pada saat prabencana maupun
pascabencana perlu untuk selalu disempurnakan.

Manajemen bencana dan penangangan pasca bencana tersebut
sesuai dengan analisis teori manajemen bencana dimana manajemen
bencana dilakukan dalam dua tahap yaitu ex-ante (sebelum terjadi bencana)
dan ex-past (setelah terjadi bencana). Di Indonesia, penanganan pasca
bencana (setelah masa tanggap darurat), terutama terkait infrastruktur antara

lain sebagai berikut:
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Perbaikan sementara infrastruktur untuk mengembalikan fungsi
jalan/jembatan kembali sehingga akses untuk penyaluran bantuan
dapat lebih mudah dilakukan

Menyediakan fasilitas air minum dan sanitasi untuk kawasan
pemukiman yang masih bisa ditinggali dan juga untuk fasilitas
kesehatan

Pembangunan pemukiman sementara untuk pengungsi dalam hal ini
juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung

Tahap pemulihan sebagai upaya perbaikan infrastruktur agar dapat
difungsikan kembali untuk dapat mendukung kegiatan ekonomi dan
sosial masyarakat sehari-hari.

Tahap pembangunan kembali merupakan tahap pemulihan total
terhadap seluruh infrastrukiur yang ada, pada tahap ini diperlukan
perencanaan tata ruang dengan memperhitungkan segala aspek baik

fisik, lingkungan, ekonomi serta sosial dan budaya masyarakat baik

sebagai potensi maupun ala pengembangan.
Timeline penanganan. p hencana terkait infrastruktur sebagai
berikut:
MINGGU KE
KEGIATAN

11234 |5|6 |78

Kejadian Bencana Gempa Bumi

Perbaikan Infrastruktur sen@r\t‘hl@x E&W ,.q
gempa| TAN HANA

MA

Penyedigan fasilitas-airminum dan sanitasi

Pembangunan pemukiman sementara

Pemulihan infrastruktur untuk kegiatan

ekonomi

Pembangunan kembali (rekonstruksi)
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14. Kendala yang Dihadapi Dalam Pembangunan Infrastruktur yang

Mengalami Kerusakan Akibat Bencana Alam

Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh bencana alam semakin
hari semakin bertambah, pemerintah telah mengesahkan UU RI nomor 24
tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dijadikan dasar regulasi
sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki lemahnya koordinasi lintas
sektoral dan memberikan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
pada penanganan persoalan bencana alam. Koordinasi lintas sektoral ini
melibatkan unsur TNI, Polri, beberapa kementerian/lembaga dan BPBD.
Dalam penerapannya ditujukan agar dapat tercapai penanganan bencana
yang holistik, terkoordinasi, dan komprehensif. Regulasi tentang
penanggulangan bencana alam tersebut juga mengatur tentang mitigasi
bencana sebagai langkah awal dalam upaya penanggulangan bencana guna
meminimalisasi dampak negatif bencana dengan beberapa upaya yang dapat
dilakukan seperti menyusdn sebuat peia rawan bencana, melaksanakan
penghijauan hutan dan menanamfpohon bakau, membangun bangunan
dengan struktur tahan gempa danme mperikan sosialisasi untuk menyadarkan
masyarakat akan pentingnya antisipasi bencana. Dalam UU penanggulangan
bencana tersebut dinyatakan bahwa kondisi geografis, biologis, hidrologis,
dan demografis wilayah NKRI sangat memungkinkan terjadi bencana, baik
yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia

sehingga dapat timbul korban‘pw Kerusakan lingkungan hidup, kerugian

"\ 4
4 |"4)

harta dan benda serta dampéii\( psukologis yang dapat menghambat tujuan
pembangunan rﬁésﬂned MANGRVA

Sifergitas antar  pemangku  kepentingan “erkailt dengan
penanggulangan bencana sangat penting untuk mewujudkan sebuah sistem
peringatan dini dan prosedur tetap yang dipahami oleh seluruh masyarakat
yang tinggal dan menetap di sekitar daerah rawan bencana khususnya gempa
bumi. Sistem dan prosedur yang efektif, efisien serta dapat diandalkan akan
sulit diwujudkan tanpa adanya kerja sama yang erat antar kementerian,
lembaga masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, termasuk TNI dimana
salah satu tugas pokoknya dalam Operasi Militer Selain perang (OMSP)

adalah membantu dalam menanggulangi bencana alam. Peran TNI dalam
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memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam UU
TNI dimana dalam melaksanakan salah satu tugas pokoknya bersama-sama
dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk
mengembalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan
salah satunya karena bencana alam.

Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan
bencana memberikan landasan hukum bagi para pemangku kepentingan
untuk bekerja sesuai dengan peran, tanggung jawab dan kewenangannya,
dan segala upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.
Bencana dari perspektif ketahanan nasional menunjukkan bahwa ancaman
tersebut harus dilawan dengan semua potensi nasional yang ada.

Dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bantuan
kemanusiaan banyak terjadi interaksi antara TNI dengan otoritas sipil (BNPB/
BPBD), pemerintah daerah, masyarakat sipil lainnya seperti swasta dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); baik dalam masa prabencana,
bencana, maupun pasca bencana (Nugroho, 2012). BNPB maupun BPBD
pastinya memiliki keterbatasan de!amymelakukan respon darurat, maka
diperlukan sebuah koordinasidan perencanaan program respon darurat yang
terpadu antara pihak sipil dan mithter pada saat tanggap darurat, baik dalam
koridor Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) maupun pengerahan
pasukan dan kerjasama sipil militer di luar daripada SKTD tersebut. Tidak
dapat dipungkiri bahwa datam pengerahan pasukan skala besar, maka TNI
dirasa lebih cepat dlband|Pr@ka/n&<hjk\a‘rl:g‘jlén7 éﬂpll Kecepatan dalam memberikan
bartuan &egad[él Adn Bencana memungpldihk%“'untuk ‘menekan jumlah
korban-meninggal.

Terkait kerja sama antara BNPB dengan Polri dalam penanganan
bencana, Polri telah berkomitmen agar semua potensi dan sumber daya yang
ada menjadi sumber daya yang berdayaguna serta berperanserta dalam
mendukung menanggulangi bencana bahu- membahu dengan elemen lain.
Polri sebagai satu kesatuan dari masyarakat, dituntut untuk bisa berperan
dalam situasi perubahan apapun. Sebagaimana tercantum dalam UU
Kepolisian Rl yang menyatakan dengan tegas bahwa fungsi kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum,
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memberikan perlindungan, mengayomi dan melayani masyarakat, serta
memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib
dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna
terwujudnya keamanan dan Kketertiban masyarakat. Terkait dengan
manajemen bencana, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri nomor 17
tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan bencana. Dalam Perkap
tersebut, diatur beberapa hal terutama tentang Komando Pengendalian
Lapangan (KPL) yaitu sistem bongkar pasang untuk menanggulangi bencana.
Sistem komando ini bersifat terpadu dimana instansi yang terlibat, bekerja
sama sebagai satu tim untuk membuat sasaran dan strategi Bersama. KPL
yang dibentuk oleh kepolisian kemudian menyerahkan tugas dan tanggung
jawab kepada KPL yang dibentuk oleh BNPB/ BPBD. Setelah menyerahkan
tugas dan tanggung jawab kepada BNPB/ BNPD, Polri tetap melaksanakan
tugas sesuai dengan kebutuhan di bawah koordinasi KPL yang dibentuk oleh
BNPB/ BPBD dan menugagkan perwakilannya dalam struktur organisasi KPL.
Berbagai upaya telah dilakukanWPolri dalam partisipasinya menangani
masalah bencana di Indonesia antaragiain dengan dukungan pengerahan
personel dan penyiapan sejumlah peralatan penanggulangan bencana,
seperti tenda, perahu karet, dan-am-

Beberapa infrastrukiur yang sering mengalami kerusakan berat akibat
gempa bumi antara lain jalan, jembatan, listrik, irigasi, air bersih, pemukiman,
kantor pemerintahan, fasulltas umum, ~sekolah, rumah sakit dan layanan
kesehatan Iamnya Rusakﬁya |r&1‘11‘r\a‘gt‘lrh11tar Ini menyebabkan perekonomian
terganggu, men[Hg:ﬁk&‘trﬁya pengangguran, turlJﬁhyg 3 aapatan didaerah, dan
muncutitya bencana sosial masyarakat seperti kemiskinan; putussekolah dan
tindak pidana kriminalitas. Peran pemerintah dalam menyediakan dana
pemulihan dan stimulus untuk memulihkan infrastruktur daerah pasca
bencana sangat penting. Kebijakan pemerintah tersebut akan dapat
meyakinkan sektor swasta untuk kembali ke daerah yang mengalami bencana
dan membangun kembali pilar infrastruktur yang mengalami kelumpuhan.

Berdasarkan pengalaman penanganan bencana yang telah
dilaksanakan membuktikan bahwa bangunan yang mengalami kerusakan
akibat gempa bumi umumnya adalah bangunan penduduk yang secara teknis



42

tidak direncanakan memiliki keamanan dan ketangguhan terhadap gempa.
Persentase kerusakan yang terjadi sebagian besar mencapai 85 persen dari
jumlah bangunan yang mengalami kerusakan. Pentingnya pembangunan
kembali infrastruktur pascabencana secara jelas dituangkan dalam UU
tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 ayat (11), ayat (12), dan ayat
(15). Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan adalah
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada
wilayah setelah terjadi bencana, baik pada level pemerintahan maupun di
masyarakat, dengan sasaran utama adalah untuk mendukung pertumbuhan
dan perkembangan kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum
dan ketertiban dalam masyarakat, serta timbulnya peran serta masyarakat
dalam segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana. Berdasarkan
analisis teori kebijakan yang tertuang dalam UU Penanggulangan Bencana
tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk memulihkan dan
membangun kembali infrastiuktur di daerah bencana antara lain membangun
kembali perumahan, memperbaJiki infrastruktur  transportasi, sarana
pendidikan, kesehatan, dan berbagei inirasirukiur pelayanan publik yang lain.
Kebijakan pemerintah dalam hal inii adalah melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi infrastruktur pasca beneana.

Contoh kebijakan pemerintah dalam pembangunan bendungan baru
yang mengalami kerusakan akibat gempa. Dalam kebijakan pembangunan
bendungan baru, pemerlntah perlu febih_berhati-hati untuk menanggapi

ARMMa

beberapa fakta tentang keadaan bendungan dirtndonesia. Bengan kebutuhan
investasi yang Hesétguhtuk pembangunan beAd\Uﬁ&g“h ‘Jmaka “Wwaduk'berukuran
kecit-dar-menengah dapat menjadi pilihan alternatif untuk-penyimpanan air.
Selain itu, peluang yang lebih luas untuk partisipasi masyarakat dalam
pengoperasian dan pemeliharaan bendungan akan menjadi faktor tambahan
ketika mempertimbangkan untuk melaksanakan pilihan tersebut. Dalam
menanggapi kerusakan bendungan karena gempa bumi, maka tindakan
tanggap darurat yang pertama diperlukan adalah untuk memulihkan kapasitas
tampungan, sehingga dapat meningkatkan fungsi bendungan itu sendiri.
Pembuangan waduk dengan kandungan sedimen tinggi dapat menjadi

alternatif pengerukan. Dalam hal ini, perlu dirancang pintu pelepasan pada
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level rendah agar waktu pelepasan lebih cepat. Pengerukan bendungan
sedimen tinggi harus disertai dengan analisis dampak lingkungan yang
menyeluruh. Selain itu, pemerintah harus merevisi manual operasi dan
pemeliharaan bendungan yang ada di Indonesia, terutama yang memiliki
tingkat risiko sedimentasi dan kerusakan akibat bencana yang tinggi. Dengan
menerapkan sistem ini, upaya implementasi tidak hanya akan berdampak
pada sektor fisik tetapi juga lingkungan hidup dan sosial, yang juga akan
menentukan keberlanjutan fungsi bendungan di masa depan. Selain itu,
pentingnya pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan juga harus
ditekankan.

Pada penanganan pasca bencana, pembangunan infrastruktur
mengalami berbagai kendala antara lain:
a. Masih terdapat beberapa ruang dan lahan yang masih belum layak

untuk pembangunan, meskipun dibutuhkan, apabila dipaksakan maka

akan sangat membataya

b. Dalam membangun infrastruktur yang memiliki ketangguhan terhadap

bencana masih belum terdapatdefinisi dan standarisasi pasti secara
menyeluruh. Pengemban untuk infrastruktur yang tahan bencana di
Indonesia berdasarkan
Perubahan Iklim (RAN-API) 2014-2025. Berdasarkan RAN API

tersebut, infrastruktur yang sudah ada dan yang masih direncanakan

a Rencana Aksi Nasional Adaptasi

seharusnya mampu-tntuk_menyesuaikan terhadap perubahan iklim
yar_wl_g terjadi melaluige‘—r?yesuaiar%tﬂk pada struktu\rl, kkamponen, desain,
mauﬁjrr\ll Q&N'B‘enempatannya. RPJIB(N:\thlerIfa 26%0 - 2024 sebagai
rencana jangka menengah negara telah menetapkah-nfrastruktur yang
memiliki ketangguhan baik dari sisi pembangunan maupun pemulihan
sebagai prioritas utama. Meskipun sistem perencanaan nasional telah
mengadopsi tahap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, namun
demikian sektor infrastruktur secara khusus masih belum memiliki
spesifikasi dan standarisasi yang komprehensif. Hanya terdapat
beberapa aturan tertentu saja yang telah dibuat dalam hal ini seperti
bangunan hijau dan konstruksi bangunan berkelanjutan. Dalam hal ini
diperlukan regulasi lain yang dapat dibuat dengan lebih nyata dan


https://kkp.go.id/djprl/artikel/19411-kkp-bahas-rencana-aksi-nasional-adaptasi-perubahan-iklim#:%7E:text=RAN%20API%20merupakan%20dokumen%20yang,sasaran%20melalui%20penerapan%20kriteria%20adaptif.&text=Pembahasan%20RAN%2DAPI%20yang%20dilakukan,Perubahan%20Iklim%20(MBAPI)%20Dit.
https://kkp.go.id/djprl/artikel/19411-kkp-bahas-rencana-aksi-nasional-adaptasi-perubahan-iklim#:%7E:text=RAN%20API%20merupakan%20dokumen%20yang,sasaran%20melalui%20penerapan%20kriteria%20adaptif.&text=Pembahasan%20RAN%2DAPI%20yang%20dilakukan,Perubahan%20Iklim%20(MBAPI)%20Dit.
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terperinci tentang spesifikasi teknis dan penyesuaiannya yang
diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur setelah terjadi
bencana.

C. Dari sisi kapasitas SDM yang ada di daerah, tidak semua pemerintah
di tingkat provinsi yang memiliki ketersediaan personel yang
mencukupi, berkualitas, dan tanggap terhadap pentingnya ketahanan
infrastruktur bangunan.

d. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan
analisis data dari Bappenas tahun 2020, kebutuhan pembiayaan
infrastruktur selama periode tahun 2020 sampai 2024 adalah sekitar
US$ 455 miliar. Dengan adanya tambahan kebutuhan anggaran
sebesar tiga persen, maka total kebutuhan anggaran untuk
mendapatkan infrastruktur yang tangguh di Indonesia mencapai 469,2
miliar dollar AS, atau setara dengan 43,5 persen dari total PDB

Indonesia. Bank Dunia m

butkan bahwa tambahan anggaran yang
harus dikeluarkan untuk ningkatkan aspek ketahanan terhadap
bencana alam dan perubahan ikiim pada pembangunan infrastruktur
tersebut lebih dari tiga.per daripada infrastruktur konvensional. Oleh
karena itu keterbatasan®"kapasitas ~fiskal akan menyebabkan
pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan pertambahan dalam
pendanaan infrastrukiur yang tangguh secara substansial sehingga
sangat dibutuhkan part15|pa5| sektor.swasta.
e. Kuran nya partmp%l masyaraMt‘qﬂalam perencanaan pelaksanaan,
Jﬂ&%ﬁ@‘an menyebabkan M&N{@ oAhmalnya proses
penanganan pasca bencana. Proses administrasi“yang-terbelit serta
pendataan sarana dan prasarana terdampak bencana yang sulit juga

menjadikan penanganan ini menjadi terhambat.

15. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Akibat Bencana Alam Sehingga
Dapat Mendukung Ketahanan Nasional

Pembangunan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan harus

dilakukan untuk mengembalikan akses jalan, pemukiman, dan fasilitas umum

lainnya pasca bencana agar dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
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Kerusakan infrastruktur di suatu daerah dapat mempengaruhi ketangguhan

ketahanan nasional di daerah tersebut.

Pembangunan kembali infrastruktur memberikan manfaat pada gatra-

gatra ketahanan nasional berdasarkan konsep ketahanan nasional dimana

ketangguhan suatu bangsa terlihat dari kemampuannya dalam menghadapi

dan menangani bencana, antara lain sebagai berikut:

a.

Gatra Geografi. Pembangunan kembali lahan pemukiman, akses jalan
dan jembatan, fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah dan pasar,
serta tersedianya air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di
daerah bencana. Namun infrastruktur yang dibangun tersebut harus
disesuaikan dengan kondisi geografis daerah bencana dan perubahan
iklim yang terjadi.

Gatra Demografi. Terjadinya bencana pasti menimbulkan banyaknya
korban jiwa sehingga dimungkinkan penduduk usia produktif di suatu

daerah akan berkurang.

kat mortalitas yang tinggi harus segera
diatasi agar jumlah penduduk yang mendiami daerah bencana tidak
berkurang. Pemulihan infrastrukiur juga mendukung peningkatan laju
pertumbuhan penduduk di
Gatra SKA. Indonesia dik

melimpah. Ketersediaan SKA yang dimiliki oleh suatu wilayah dapat

erah’pasca bencana.

F'sebagal negara dengan hasil SKA yang

dimanfaatkan sebagal salah satu modal yang penting dalam
pertumbuhan dan-—perkembanoan. daerah tersebut. Saat terjadi
bencana-alam gem&‘%‘umi iha Qﬂrﬂsil pumidi-suati-daerah mencakup
peIaAnll'gerM@bunan, perikanan; pM@‘QﬂRé{aﬁ‘ kehutanan akan
fmemfgalami gangguan antara lain gagal panen, rusaknyatatian, matinya
hewan ternak dan kerusahan hutan. Pentingnya pembangunan
infrastruktur khususnya sumber daya air akan dapat mengembalikan
potensi SKA di suatu daerah yang terkena bencana.

Gatra Politik. Peran pemerintah dalam hal ini partisipasi aktif
pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan sektor swasta
sangat dibutuhkan dalam evakuasi pasca bencana dan pembangunan
kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan. Koordinasi lintas

sektoral pemerintah yang saling bersinergi disertai dengan
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penganggaran yang berimbang dalam pembangunan infrastruktur akan
berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan daerah tersebut.

Gatra Ekonomi. Tersedianya infrastruktur di suatu daerah yang
terdampak bencana dapat memutar roda perekonomian masyarakat
setempat. Adanya pasar sebagai tempat aktivitas jual beli dan
ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat serta pulihnya
kesejahteraan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Pembangunan infrastruktur juga dapat membuka lapangan kerja baru
untuk masyarakat yang mendiami daerah tersebut.

Gatra Sosial Budaya. Terjadinya bencana alam menyebabkan dampak
sosial budaya pada masyarakat diantaranya kelaparan, kemiskinan
karena kehilangan harta benda, terjangkit penyakit menular karena
tidak adanya fasilitas kesehatan, dan putus sekolah karena fasilitas
pendidikan yang tidak layak digunakan. Oleh karena itu pembangunan
infrastruktur pasca bencana harus, sesegera mungkin dilakukan agar
dampak sosial budaya tersebut dapat diselesaikan.

Gatra Pertahanan \dan manan. Bencana alam menyebabkan
terjadinya gangguan stabi keamanan yang memberikan rasa tidak
aman kepada masyarakat.Kejahatan kriminalitas meningkat pada saat
terjadinya bencana karena didorong faktor kebutuhan dan ekonomi.
Apabila pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan segera
dilaksanakan pasca-tencana maka gangguan keamanan dapat
dihirdiart o A

Up—g)%r}thaQukan agar pembamguMs@tA Ngsﬁr\d&r akibat bencana

alam-dapat berjalan optimal, antara lain:

a.

Kementerian PUPR melaksanakan langkah aktif pada tahap pemulihan
dan pembangunan kembali pasca bencana. Analisis risiko bencana
sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana yang merupakan
amanat dari UU Penanggulangan Bencana pasal 40 ayat (3), dapat
dijadikan acuan untuk pendataan awal infrastruktur yang rusak
sekaligus langkah-langkah penanganannya.

Kementerian PUPR terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan

instansi pemerintah lainnya untuk melaksanakan tahap pemulihan
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infrastruktur. PUPR dapat mendata kembali infrastruktur yang sudah
memiliki asuransi dan yang belum, sehingga penetrasi anggaran dapat
difokuskan ke APBN atau ke pihak pemberi asuransi. Hal ini dilakukan
untuk memilah pemulihan awal, mana yang menjadi prioritas untuk
segera dilaksanakan dalam rangka pemulihan sosial budaya dan
ekonomi masyarakat.

Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil
Kepala BPN dan para pemangku kepentingan terkait tahap pemulihan
melakukan relokasi domisili masyarakat terdampak, ketempat atau
lokasi yang sudah direncanakan sesuai persyaratan dalam rangka
mengurangi dampak dari bencana turunan berikut melaksanakan
pembangunan sementara domisili masyarakat dan fasilitas umum
berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi,
fasilitas air bersih dan fasilitas kebutuhan pokok masyarakat.

Pada tahap pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, setelah

masa pemulihan | awal, UPR, Pemda dan instansi terkait
mengimplementasikan U I memor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang merevisi RPasal 41 ayai (2) UU Penataan Ruang dimana
kelayakan fungsi bangu gedung yang terdiri dari pemeriksaan
terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis bangunan
gedung sesuai dengan fungsinya telah dilaksanakan pemeriksaan
berkala oleh pemerintah, dimana tingkat pemeriksaan berkala tersebut
disetaraskan denga‘qj\é‘ms koMtMl@i, Instalasimekanikal dan elektrikal,
ser-[ﬁlggl@&b%‘n gari bangunan gedm&tgggu\tm‘

Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan “tata—Ruang/Wakil
Kepala BPN serta para ahli meng-update kembali tentang penyusunan
dan pembuatan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia. Peta
gempa ini selanjutnya dapat menjadi dasar dan parameter pembatas
untuk para perencana pembangunan dimana pembangunan
infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas saat ini.

Dalam hal mitigasi bencana, pemerintah dan Pemda dapat segera
mengalokasikan anggaran untuk pembuatan peta daerah rawan

bencana dan memperbaharui setiap perkembangannya yang
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mengadopsi pengalaman Jepang memitigasi bencana. Dengan
ketersediaan data yang lengkap, pemerintah dapat mengetahui
besaran anggaran yang harus dikeluarkan segera setelah terjadinya
bencana. Selain itu asuransi bencana harus segera dijalankan untuk
meminimalisasi risiko pasca bencana. Asuransi bencana dapat
meringankan beban pemerintah dalam melakukan pembangunan
kembali keadaan daerah pasca bencana. Dengan mengasuransikan
Barang Milik Negara (BMN) yang disertai dengan perluasan jaminan
kerugian bencana alam, maka ketika terjadi bencana alam dan
menimbulkan kerusakan, pemerintah tidak terlalu terbebani.

Upaya pasif untuk meminimalkan dampak bencana alam meliputi
pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan kebencanaan, serta desain
bangunan yang tahan terhadap bencana. Selain mengambil langkah-
langkah aktif untuk membangun infrastruktur yang tangguh dan tetap

mutakhir, maka infrastru

yang, ada juga harus siap menghadapi
bencana dengan adanya ncanaan.

Evaluasi risiko bencan eniing untuk dimasukkan ke dalam
perencanaan infrastruktur mbangunan infrastruktur kembali pasca
bencana difokuskan secarakiusus pada koordinasi, perencanaan dan
pemantauan, pemulihan dini, pemulihan mata pencaharian yang cepat,
dukungan untuk rekonstruksi pemerintah  (perumahan dan
infrastruktur), serta mendukunr}? kegiatan kesiapsiagaan bencana dan
pengUrangan risikoD AR MA

Peﬁ‘g‘rmmm&m dan Pemda MMQ@&]};’Ajawab terhadap
pengelolaan risiko atas bencana pada setiap—tahapan proses
penanggulangan bencana. Pemerintah dapat memastikan kesiapan
anggaran pada setiap tahapan penanggulangan bencana tersebut
melalui APBN. Pada tahap prabencana, pemerintah mengalokasikan
dana darurat bencana kepada Kementerian/Lembaga yang terlibat
dalam penanggulangan bencana seperti Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), KemenPUPR, Kemensos, dan
kementerian/lembaga teknis lainnya melalui APBN. Dana ini digunakan

untuk bantuan bencana, seperti penyelamatan dan evakuasi
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masyarakat yang terkena dampak, penyediaan kebutuhan hidup dasar,
dan pemulihan infrastruktur yang vital. Sedangkan pada tahap
pascabencana atau fase pemulihan dan pembangunan kembali, dana
hibah dialokasikan kepada Pemda untuk dimanfaatkan sesuai dengan
kewenangan wilayah masing-masing.

Untuk mengurangi risiko gempa bumi, perlu adanya suatu mitigasi
bencana yang dilakukan sebagai langkah awal yang dapat digunakan
dalam mengurangi kerugian dan bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bahaya
gempa bumi. Mitigasi bencana ini dapat berupa menyediakan sistem
peringatan dini, menambah tanda jalur evakuasi, menyediakan sarana
dan prasarana penanggulangan bencana dengan tepat dan lengkap.
Untuk mengoptimalkan proses pembangunan infrastruktur perlu
adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah

daerah, serta masyarakat.

libatan masyarakat perlu didorong dalam
menciptakan pembangun infrastruktur yang efektif dan efisien.
Perbaikan proses ‘admi asgmyang tidak berbelit-belit sehingga
menciptakan ruang uniuk membangun infrastruktur secara cepat dan

tepat tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

DHARMMA
TANHANA MANGRVA
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BAB IV
PENUTUP

Simpulan

Sebagai negara yang wilayahnya berada pada jajaran cincin api dan
pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, NKRI menjadi wilayah yang sangat
sering terjadi bencana alam khususnya gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi
sebagian besar bersifat destruktif sehingga menyebabkan kerusakan pada
infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur di
Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, namun karena konsekuensi
sering terjadinya bencana alam, kerusakan infrastruktur ini sangat besar
sehingga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan.

Pembangunan infrastruktur memiliki beberapa fungsi, pembangunan

infrastruktur di wilayah yang an terjadi gempa bumi selain harus

memperhatikan aspek fungsi ,. hamun juga perlu adanya aspek

ketangguhan bencana dan asp eamanan secara struktur. Merujuk pada
kondisi demikian, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengelola
potensi risiko bencana alam ge bumi untuk mengurangi kerugian yang
diakibatkan seminimal mungkin. Upaya pengelolaan dalam risiko bencana
tersebut didasari dengan pemahaman risiko bencana yang diperoleh dari hasil
pelaksanaan kajian risiko terhada‘% bencana.

Untuk meneliti per@a‘-s‘aﬁa\har'}ﬂ ersebut,~digunakan-metode analisis
deskriptifTﬁJleﬂigﬁ Neﬁélui teknik pengumpumgslr‘é}t/ﬁakta berdasarkan
metode-penelitian literatur berupa data sekunder. Untuk<pergumpulan data
sekunder berasal dari studi kepustakaan dalam hal ini berupa buku pustaka
maupun laporan dari hasil penelitian pihak lain. Sedangkan pendekatan yang
digunakan adalah menggunakan perspektif Ketahanan Nasional dan teori
optimalisasi penanganan bencana alam termasuk di dalamnya teori
manajemen bencana, teori kebijakan, dan konsep ketahanan nasional.

Berkaitan dengan rumusan masalah, aspek-aspek yang diteliti dan
dibahas adalah bagaimana penanganan infrastruktur yang rusak akibat

bencana alam saat ini, kemudian apa saja kendala yang dihadapi dalam
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pembangunan infrastruktur yang mengalami kerusakan sebagai dampak

bencana alam dan bagaimana mengoptimalkan pembangunan infrastruktur

akibat bencana alam sehingga dapat mendukung ketahanan nasional, antara

lain:

a.

Penanganan Infrastruktur yang Rusak Akibat Bencana Alam Saat Ini.
Pembangunan sistem penanggulangan bencana secara nasional yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia melibatkan beberapa aspek antara
lain aspek legislasi, kelembagaan, dan pendanaan. Kondisi bencana
gempa bumi yang terjadi di Indonesia seharusnya mencontoh kebijakan
pemerintah Jepang dalam penanganan bencana. Bencana gempa bumi
selalu menimbulkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur dari kategori
ringan sampai parah meliputi kerusakan sumber daya air dalam hal ini
bendungan, jalan, jembatan, perumahan, dan permukiman. Penanganan
pasca bencana terkait infrastruktur antara lain pada tahapan tanggap
darurat dalam penanganan yeng dilakukan antara lain mengevakuasi
korban, pembersihan lokasi betcana, perbaikan sementara infrastruktur,
penyediaan air minum’ dan sanitasi, pembangunan pemukiman
sementara, tahap rehahilitasi Sebagai upaya perbaikan infrastruktur agar
dapat berfungsi kembali;""dan tahap rekonstruksi sebagai tahap
pemulihan total seluruh infrastruktur

Kendala yang Dihadapi Dalam Pembangunan Infrastruktur yang
Mengalami Kerusakan Akibat—Bencana Alam. Sinergitas antar
stakehotder—yang teﬂlbat& hcigl:‘;llhq] 'Benanggulangan bencana sangat
dlbu uh1<a|Jﬂ bﬁlﬁ)l& Tewujudkan sisten p&ﬂih@% f dlnl Bencand alam dan
pentignya prosedur standar yang dipahami oleh seluruhmasyarakat
yang tinggal dan menetap di sekitar wilayah yang rawan bencana. Pada
penanganan pasca bencana, pembangunan infrastruktur mengalami
berbagai kendala antara lain masih terdapat beberapa ruang dan lahan
yang masih belum layak untuk pembangunan, belum terdapat definisi
dan standar ketahanan terhadap bencana alam yang berlaku
menyeluruh dalam membangun infrastruktur yang tahan bencana, dari
sisi kapasitas SDM yang ada di daerah, pemerintah setiap provinsi belum
seluruhnya memiliki personel yang mencukupi, berkapasitas tinggi, dan
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tanggap terhadap pentingnya ketahanan infrastruktur, keterbatasan
anggaran untuk pembangunan infrastruktur, serta kurangnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
menyebabkan kurang optimalnya proses penanganan pasca bencana.
c.  Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Akibat Bencana Alam Sehingga
Dapat Mendukung Ketahanan Nasional. Pembangunan kembali
infrastruktur memberikan manfaat pada gatra-gatra ketahanan nasional.
Agar pembangunan infrastruktur akibat bencana alam berjalan optimal
sehingga dapat mendukung ketahanan nasional, upaya yang dapat
dilakukan antara lain melaksanakan langkah preventif sebelum
menjalankan aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,
meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait,
mempertimbangkan berbagal parameter risiko bencana dalam seluruh
tahapan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, proses
pembangunan sampai engan mengelola  sebaik-baiknya,
melaksanakan pemeliharaan dan mengoperasikan infrastruktur yang
memadai agar kondisinya selalugdalam kondisi baik sehingga dapat
berfungsi dengan optimal, lakukan penyusunan dan mengeluarkan
Peta Sumber dan Bahay empa Indonesia untuk disosialisaikan,
evaluasi risiko bencana penting dalam perencanaan infrastruktur dan
penyediaan dana pada tiga tahapan mekanisme penanggulangan
terhadap bencana, metiputi iahap prabencana, tahap tanggap darurat,
dap— tahap pasca@e‘??c%n%M &Lﬂ:ana mengakibatkan rusaknya
infral&ﬁmw%empengaruhi ketahémmglor}gekhususnya dalam
aspek sosial budaya yang berkaitan dengan kesejahieraan masyarakat
suatu daerah. Pembangunan infrastruktur pasca bencana harus
sesegera mungkin dilakukan agar dampak sosial budaya yang

diakibatkan dapat dicarikan solusinya.

17. Rekomendasi
Dari beberapa uraian simpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan
agar optimalisasi penanganan bencana alam dapat mendukung ketahanan

nasional, antara lain:
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BPBD Provinsi bekerja sama dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam
mempersiapkan penyelesaian dari beberapa indikator penanganan
bencana secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan prioritas
masyarakat dalam menanggulangi bencana, antara lain memetakan dan
menganalisis kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana,
menyediakan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi dengan
pemerintah baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat.
BNPB mengotimalkan prediksi untuk gempa dengan menggunakan
stasiun GPS, melaksanakan penelitian gempa bumi di seluruh wilayah
Indonesia dan perlu mempertimbangkan potensi bencana turunan

KemenkoMarvest bekerja sama dengan Kemen PUPR, KemenPU, dan
BNPB dalam meningkatkan program investasi untuk mengurangi risiko
kerusakan parah karena bencana sesuai dengan kesepakatan

internasional. Bentuk program tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu

75 persen untuk penanganan dan rehabilitasi pasca bencana,

sedangkan 25 persen lainn ntuk tindakan preventif yaitu pencegahan
dan persiapan apabila terjadi beneana.

Kementerian Keuangan, K ndagri dan Pemda menjalankan strategi
pembiayaan dan asuran niuk risiko bencana sehingga dapat
mendukung masyarakat dan pemerintah yang memiliki ketangguhan
menghadapi bencana. Di samping itu juga melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dan instansi ‘gemerintah terkait penggunaan asuransi
kebencanaan dalamqgl‘ #\T mgﬂw%ﬁan pemahaman-bahwa aset yang
mengﬁplg{li@irﬂ&ngan asuransi dapamglﬁ]\{é%nbali febih cepat
kareria tidak menggunakan APBN maupun pendanaan-tainnya.

Kerja sama dan koordinasi dengan pihak akademik dalam hal ini
kontribusi ilmuwan dan ahli seismik, geologi, dan mitigasi bencana,
BNPB menerbitkan suatu Standar Operasional yang mengatur tentang
mekanisme  koordinasi antar instansi yang terlibat dalam
penanggulangan bencana baik di pusat maupun daerah, selanjutnya
merumuskan Peraturan Daerah untuk penanggulangan bencana di

daerah, kerja sama dan koordinasi dengan Kemenkominfo dan BPPT
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dalam menyebarkan informasi tentang upaya untuk meminimalisir
dampak bencana melalui media massa dan media sosial.

BNPB perlu melakukan pendataan indeks risiko bencana (IRB) masing-
masing daerah dan update secara kontinyu terhadap Peta Bencana
sehingga dapat dijadikan acuan dalam penanganan pasca bencana, hal
ini dilakukan karena walaupun indeks bencana masing-masing daerah
sama namun penanganan pemulihan infrastruktur pasca bencana
berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi
masyarakatnya. Pertimbangan utama tentunya adalah perbedaan jenis,
ketersediaan, jumlah serta fungsi infrastruktur yang ada diwilayah
tersebut. Wilayah yang padat ketersediaan infrastruktur akan lebih tinggi

dampak sosialnya jika terjadi gempa bumi.
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